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RINGKASAN

Wafia Silvi Dhesinta R, Hukum Tata Negara, Fakulkhiskum Universitas
Brawijaya, Januari 2014, PENGUJIAN KONSTITUSIONAIAS NORMA
BERDASARKAN PRAKTIK PELAKSANAAN NORMA PADA MAHKAMAH
KONSTITUSI (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 05/PUU-X/2012 TENTANG PEMBUBARAN RINTISAN SEBLAH
BERTARAF INTERNASIONAL), Dr. M. Ali Safa’at SH.MHHerlin Wijayanti,
SH.MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahamngufian
Konstitusionalitas Norma Berdasarkan Praktik Pelagan Norma. Pilihan judul
tersebut dilatar belakangi oleh adanya pengujianstinisionalitas Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikasional (UU
Sisdiknas) khususnya Pasal 50 ayat (3) yang mengstkan kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah untuk melaksanakan sisé&m pendidikan dengan
taraf internasional. Pelaksanaan sistem pendidikagan taraf internasional atau
RSBI tersebut pada praktiknya di lapangan ternyagaimbulkan permasalahan
yang mengancam hak-hak konstitusional masyarakdamdapemerolehan
pendidikan yang adil dan bermutu. Parahnya lagakisanaan sistem RSBI yang
telah berjalan hampir satu dekade melahirkan addisk@iminasi dan kastanisasi
dalam dunia pendidikan. Berdasarkan permasalahan aklaksanaan sistem
RSBI tersebut, Mahkamah Kontitusi mengabulkan untldeseluruhan
permohonan pemohon yang menginginkan dihapuskaisyams RSBI. Dalam
Putusan Nomor Perkara 05/PUU-X/2012 terdapat pexidagkim yang berbeda
(dissenting opinion)dari Hakim Ahmad Sodiki yang menyatakan bahwa
pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh pembh&anlah merupakan
permasalahan mengenai konstitusionalitas normaungmngujian pelaksanaan
dari praktik norma yang tidak tepat. Apabila petal@an praktik norma yang
dipermasalahkan maka kewenangan pengujiannya [@alkadi Mahkamah
Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini megkat rumusan masalah: (1)
Apakah dasar melatarbelakangi pengujian UU NomorTa@un 2003 adalah
merupakan praktik pelaksanaan norma? (2) Adakahuspot Mahkamah
Konstitusi yang lain yang didasarkan atas praki#daksanaan norma? (3)
Bolehkah Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkagagujian undang-
undang didasarkan pada praktik pelaksanaan norma?

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metagéis normatif dengan
metode pendekatan perundang-undan(satute approach)pendekatan kasus
(case approachidlan pendekatan konsept@abnseptual approachBahan hukum
primer, seunder dan tersier yang diperoleh penakan dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis kualitatif yakni metaa@lisis data deskriptif yang
mengacu pada masalah tertentu dan dikaitkan dgreyasapat para pakar hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian berdasarkan metode di atesulis memperoleh jawaban
atas permasalahan yang ada bahwa dasar yang elakangi adanya pengujian



pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2@@8ah memang benar
merupakan praktik pelaksanaan norma yang terjaldindgpelaksanaan sistem
RSBI. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untaoklakukan pengujian
tersebut karena hak konstitusional pemohon telahgittan oleh keberlakuan
Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tersédmrugian yang diderita oleh
pemohon juga bersifat spesifik, aktual dan potémssieta adanya hubungan sebab
akibat yang nyata antara kerugian yang diderita plamohon dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistendi@i&an Nasional.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk meka&n pengujian tersebut
karena suatu pembuatan norma merupakan suatu @edels dari norma yang
lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi merupaklasar pembuatan norma yang
lebih rendah. Selain itu, perkembangan pengujiardang-undang pada
Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif yanglakt hanya
mengutamakan keadilan secara posedural saja t¢t@ai keadilan yang
substansial.



SUMMARY

Wafia Silvi Dhesinta R, Constitutional Law, Facuttf/Law, University of Brawijaya
January 2014, CONSTITUTIONAL REVIEW BASED ON THE RRTICES
IMPLEMENTATION OF A NORM IN THE CONSTITUTIONAL COUR
(CONSTITUTIONAL COURT DECISION ANALYSIS STUDIES NUBER
2/PUU-X/2012 ABOUT THE DISSOLUTION OF AN INTERNATINAL
SCHOOL STUB), Dr. M. Ali Safa’at SH.MH, HerlinWijanti, SH.MH

In this thesis, the author raised the problems arisfitutional Review based on
the practices implementation of a norm. The sedactf this title effected by the
constitutional review of the Act Number 20 year 208bout National Education
System, in particular article 50 paragraph (3) Wwh& mandated to the Government
and/or local authorities to execute an educati@tesy with international standards.
Implementation of the education system with thenmational standard ( RSBI) in
practice turned out to bring problems that threadethe constitutional rights of
citizens to get the qualified education on an adpyt In fact, the implementation of
RSBI that continuing almost ten years, raises tiseridnination on the aspect of
education. Based on that impelementation of RSBblems, the Constitutional
Court accepted a petition from petitioner to digealhe RSBI system in Indonesia.
On the decision of Constitutional Court Number QB/PX/2012 there is a different
judge’'s opinion which explains that petition by ifi@ier is not problem of
constitutionality norm, otherwise the constitutibn@view from the incorrect
implementation of norm. If the main problems is agifces implementation of a
norm, thus authority is not at Constitutional Cangdtead.

Based on the problem above, this thesis raisedptbblem formulation: (1)
whether the basic aspects influenced constitutiomaéw Act Number 20 year 2003
iIs a practice implementation of a norm? (2) Does tither decision of the
Constitutional Court that based upon the practigelementation of norms? (3) Shall
the Constitutional Court decided the constitutiomatiew beased on the practice
implementation of a norm?

The methods used in this study are normative legsdarch that using three
approximation methods which are statutory approeake approach, and conceptual
approach.The primary legal materials, secondaryterichry earned the author will
be analyzed using qualitative analysis techniguekiding descriptive data analysis
method that refers to a particular problem andssoeiated with the opinions of legal
scholars and the applicable legislation.

From the research based on the above method, theraanswers the problems
that the basic aspects of constitutional reviewualasticle 50 paragraph (3) of Act
Number 20 year 2003 is the practice implementatiba norm that happen in the
implementation of RSBI system. The Constitutionadu@ has the authority to

Xi



decided this case because the constitutional rightke citizens was robbed by the
implementation of the RSBI system which is legitieman the article 50 paragraph
(3) of Act Number 20 year 2003 about National EdiocaSystem. The harmful by
the petitiors as well as specific, actual and pmd&rand also there is a causal verband
between the harm suffered by the petitiors withghactment of Act Number 20 year
2003 about National Education System. The Congiitat Court has the authority to
decide that case because the making of the noam is\plementation of the highers
norm and higher norms are the basis of making lom@ms. In addition, the
development of constitutional review on the Consiinal Court embraced the
progressive law that not only standstill for fasaen procedural but also a substantial
justice.

Xii



BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal945
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negaramhulsebelum
amandemen UUD 1945, perihal ini hanya dinyatakalandaPenjelasan
Umum, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas h{rkahisstaat)tidak
berdasarkan atas kekuasaan bel@kachtsstaat) Konsep negara hukum
bercirikan adanya pembagian kekuas@arachten-scheiding)pemencaran
kekuasaan negargspreiding van de staatsmachtpengakuan hak asasi
manusiajtrias politica, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
atau berdasarkan asas legalftagiri-ciri rechtsstaattersebut menunjukkan
bahwa ide sentralechtsstaatadalah pengakuan dan perlindungan hak asasi
manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan desarpaan. Adanya
Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikanngmikonstitusional
atas kebebasan dan persamaan tersebut.

Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negapablik
Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan WHRD tahun 1945
tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnyanderp&ngaturan
kekuasaan tertinggi dalam arti menampung prinstptéeegaraan sekaligus,
yaitu kedaulatan hukum dan keadulatan rakyat siat digunakan sebagai

dasar pembenar dilaksanakannya pemilihan umumaséamagsung dan juga

! Jimly AsshiddigieFormat Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaaalam UUD
1945 Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 2004, him 21



dasar dilaksanakannya kewenangan hak menguji undadgng terhadap
UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintahan yang bersistem pemisahan kekuasaamti selonesia
dimaksudkan untuk menciptakan mekanisicigeck and balancesantar
lembaga negara yakni antara lembaga eksekutifildéfisdan yudikatif.
Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian ugdardang terhadap
UUD NRI Tahun 1945, yang berarti bahwa terdapataneine penyeimbang
kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh Mahkamabndfitusi sebagai
lemabag yudikatif. Pemberian kewenangan kepada &fabk Konstitusi
untuk melakukan pengujian secara materiil terhadaplang-undang
merupakan pelaksanaan ajaran kedaulatan hékubleh sebab itu,
kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRui 1945 oleh
Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mewujudkan amag hukum
demokrasi yang konstitusional di Indonesia.

Secara konkret, justifikasi konstitusi tentang gageawal mendasarinya
pemerintahan yang konstitusional adalah membatasnegntahan dan
menuntut orang-orang yang memerintah untuk mematulkum dan
peraturan. Pemerintahan yang konstitusional belebih dari pemerintahan
menurut ketentuan-ketentuan konstitusi. Hal ituakdempemerintahan yang
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, buyg@merintahan yang hanya
dibatasi oleh keinginan dan kapasitas orang-oraaggy mempunyai
kekuasaan. Oleh karena itu, mungkin saja terjadhwba meskipun

pemerintahan di suatu negara dijalankan menuruenkedan-ketentuan

2 Soewoto Mulyosoedarm®&embaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstusi,
Asosiasi Pengajar HTN, HAN, In TRANS, Jawa Tim02, him 4
% Ibid, him 5



konstitusi, namun konstitusi tersebut tidak leb#ridsekedar membangun
institusi-institusi  pemerintahan dan membiarkannigartindak menurut
kemauan mereka. Dalam kasus demikian, tidak dajgamiotigkan bahwa
pemerintahan tersebut dikatakan sebagai pemermtgéiag konstitusional.
Tujuan utama dan gagasan awal dari dibentuknyaasekanstitusi adalah
tidak lain dan tidak bukan untuk membatasi pemahiab dan menuntut
orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukunpeeaturarf.

Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa pemarakan menjunjung
tinggi hak tertentu sebagai hak rakyat yang tidagad diganggu gugat. Hak
rakyat yang dimaksudkan tersebut yakni hak-hak rdgaag sifatnya asasi
dan diatur di dalam konstitusi dalam bentuk testuKonstitusi dijadikan
sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu s@adia intinya memang
perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.Div@uchbaek, seperti
dikutip dalam tulisan Jimmly Asshidiggie, menjelask‘Konstitusi adalah
mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggurdan pembatasan-
pembatasan kekuasaan umum”. Dengan kata lain, peaterdibatasi
kekuasannya untuk tidak melanggar hak-hak ter@aturakyat yang dijamin
oleh konstitusf. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnyggaian
merupakan corak umum konstitusi yang berarti batpeasoalan yang
dianggap paling penting dalam setiap konstitusleddpengaturan mengenai

pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaannpenaer Berlakunya

4 K.C. WheareKonstitusi- konstitusi Modern, diterjemahkan oleh Pustaka Eureka, Surabaya,
2003, him 207
® Jimmly Asshidiqgie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (online),
ngv.iimly.com, (20 Februari 2013), him 17
Ibid.



suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengkdasarkan atas
kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yaagulioleh suatu negara.

Dalam konteks ini berlaku prinsip bahwa setiap p@pgngan terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus dapat diuji oleh Mahkankanstitusi dan
konstitusi itu sendiri adalah kaidah hukum yang mpenyai kedudukan yang
lebih tinggi daripada kaidah-kaidah hukum lainnygntuk menjaga agar
kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam UUD NRhun 1945 tidak
dilanggar, baik oleh pembentuk undang-undang &gislator maupun dalam
bentuk tindakan-tindakan pemerintahan, undang-undaidak boleh
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Karena keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara darkgaela kekuasaan
kehakiman berwenang menilai dan menguji tindakamgymelanggar dan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Melalui perubahan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayailg8 juga Pasal 24
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terjadi pula perubalyang penting bagi
kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu lahifghkamah Konstitusi
sebagai lembaga yang berdiri sendiri dalam melaksan kekuasaan
kehakiman antara lain berwenang menguji undangamdarhadap UUD
NRI Tahun 1945 sebagaimana yang telah diatur d®asal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkalmnstitusi.
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kelamskehakiman
disamping Mahkamah Agung dimana kekuasaan kehakiaag dimiliki

oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yamegdeka untuk



menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum kemdilar.
Mahkamah Konstitusi juga merupakan suatu lembagadpan sebagai
cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkaragra tertentu yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUDTIERIN 1945. Pasal
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tihgka
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fimalk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutusepisitsan
tentang hasil pemilti.

Sebelum adanya amandemen ketiga UUD NRI Tahun 18##k jelas
pranata hukum yang mengatur hak menguji undangagntierhadap UUD
NRI Tahun 1945, baik yang berkenaan dengan lembasgara yang
berwenang menguiji, tata cara pengujiannya maupkorhwacaranya. Lebih
jauh lagi sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahu#b,19erihal
semacam ini tidak diatur sama sekali sehingga diekakosongan hukum
tentang hak uji konstitusionalitas undang-undamgatap UUD NRI Tahun
1945. Hak uji konstitusionalitas yang dilakukanholahkamah Konstitusi
merupakan salah satu upaya membatasi kekuasaamangga bertujuan

untuk melindungi hak asasi warga negara denganroaralai apakah suatu

undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahu5.%.94

" Jimmly AsshidiggieMenuju Negara Hukum yang Demokratis PT. Buana limu Populer
(BIP), Jakarta, 2009, him 338

8 Sekretariat Jenderal MPR RIndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Jakarta, 2011, him 151

° Iriyanto A. Baso EnceNegara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2008, him 7



Terdapat beberapa alasan mengenai urgensi undaagrdapat duji
konstitusionalitasnya, antara lain adatah:

Pertama,undang-undang dapat digolongkan sebagai produkikodhri
dua lembaga negara yakni Presiden dan Dewan PdawaRiakyat yang
selanjutnya disebut juga dengan DPR, yang merup@kdran mayoritas
rakyat berdasarkan prinsipule by majority yang belum tentu terjamin
kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD NRI Tahdb.19

Kedua, kehendak rakyat seluruhnya tercermin dalam UUD N&hun
1945, sedangkan undang-undang dapat mencerminksmd@k pemimpin
atau elite politik yang ada di parlemen.

Ketiga, perihal pengaturan perlindungan konstitusi dalaroungannya
dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRLuM&®45 dalam
negara hukum yang demokratis masih menimbulkan ggatahan bukan saja
karena belum jelas hakikatnya, tetapi juga karemaydéknya produk
perundang-undangan yang dibuat sejak Orde Barwasakyang tergolong
otoriter, represif dan bertentangan dengan UUD Tediun 1945.

Dalam praktik ketatanegaraan terkait dengan kewgaran
konstitusionalitas pengujian undang-undang terhada/® 1945 dikenal
adanya dua macam hak menguji, yakni hak mengujndb (formale
toetsingrecht) dan hak menguji materiilmateriele toetsingrecht) Hak
menguji formal adalah wewenang untuk menilai apalsalatu produk
legislatif, misalnya undang-undang yang selanjutdisebut dengan UU,

terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagainelah ditentukan dan

10 hid, him 8



diatur dalam peraturan perundang-undangan yangkertaukah tidak:
Sementara itu, hak menguji materiil adalah untukye&diki dan kemudian
menilai apakah suatu peraturan perundang-undangjagai sesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggajatelya, serta apakah
suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan geeturan tertenttf.
Berdasarkan makna hak uji materiil dalam uraian atlhs dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya hak uji materiiitupgan untuk
menyelidiki, menguji, dan menilai isi suatu peraturperundang-undangan
sesuai atau bertentangan dengan peraturan yarfy tielgi derajat atau
tingkatannya. Dalam kaitannya dengan hak uji matgaing dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi secara teoritis dapat dikemakakahwa hak menguiji
materiil lebih erat dengan hak untuk menyatakantusuandang-undang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidéwenangan
Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor tadun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubahgde Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undadgnh Nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang seflaygudisebut dengan
UUMK adalah mengadili pada tingkat pertama dankt@rayang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadéjd NRI Tahun 1945.
Jika permohonan pengujian undang-undang terseltkatbulkan, putusan
Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan teghstassi undang-

undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

11 5ri SoemantriHak Menguji Material di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, him
6
2 bid, him 11



Pengujian konstitusional adalah kondisi di mana@soegislasi berada
di bawah pengawasan konstitusional. Pengawasarmediputi kegiatan
pembentukan isi peraturan baik undang-undang mappuaturan dibawah
undang-undang dan aktivitas yang terkait denganepeiman bentuk dari
suatu peraturan di satu pihak, di samping metodebpatukan suatu
peraturan dan prosedur pembentukan peraturan dik plainnya. Dua
kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentalbataamaan, setiap bagian
kegiatan tersebut harus memenubhi persyaratannyiangrl&nslsingl.3 Dalam
konsep negara hukum ataechtsstaatuntuk memastikan apakah pembuat
undang-undang telah memenuhi persyaratan-persgakatestitusi, maka uji
konstitusionalitas adalah jawabannya. Pengujiarstkimisional atas produk
hukum berlaku pula di sejumlah negara penganutmidtropa Kontinental
ataucivil law. Pengujian produk hukum oleh Peradilan Konstituasénya
diselenggarakan melalui tiga cara y#itu (i) Pengujian abstrak, (ii)
Pengujian konkret, (iii) Pengaduan konstitusion&letiga cara dalam
menyelesaikan sengketa normatif itu masing-masingmitiki manfaat
sendiri-sendiri. Tiga cara dalam melakukan pengujiarsebut memiliki
implikasi hukum yang berbeda satu dengan yang yairnketiga cara tersebut
juga tentu saja terkait dengan proses pengujiardugrohukum yang
mempengaruhi prosedur acara persidangan PeradilanstiKisi dan

Indonesia yang mana Peradilan Konstitusinya yamgrdakan Mahkamah

13 A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara(Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden
yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PéliRelita IV), Disertasi Doktor Universitas
Indonesia, dalam Ahmad Syahrizal, Peradilan KamsititPradnya Paramita, Jakarta, 2006, him
273

1 Ahmad SyahrizalPeradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikas Konstitusional
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa NormatiffT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006,
him 88



Konstitusi kurang lebih mengadopsi sistem pengukanstitusional model
Eropa Kontinental dalam hukum acaranya.

Pengujian konstitusional yang diajukan kepada Mat#ta Konstiitusi
untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakdang-undang dengan
UUD NRI Tahun 1945 yang didasarkan pada norma-noramay tertulis di
dalamnya. Umumya, norma dikategorikan menjadi noamam (algemeen)
dan norma individual(individueel) serta norma yang abstrgibstact)dan
norma yang konkre{concrete) Pembedaan antara yang umum dan yang
individual didasarkan pada mereka yang terkenaaaturorma tersebut
(adressatditujukan pada orang atau sekolompok orang yasektiertentu
atau ditujukan kepada orang atau sekolompok orang tertentu. Sedangkan
pembedaan antara norma abstrak dengan norma kaidtasarkan pada hal
yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristieasgwa yang tidak
tertentu atau untuk peristiwa-peristiwa tertenitu.

Dengan adanya penggolongan norma-norma seperbullisen di atas,
pengertian pengujian norma asbtrak dapat didefemsi sebagai model
pengujian atas norma yang mengandung peristiwa tydalk tentu atau tidak
tertuju kepada pasal-atau ayat-ayat dalam suatangrdindang. Dengan kata
lain, pengujian norma abstrak diarahkan kepadastea-peristiva yang
sifatnya masih umum. Sedangkan pengujian normarkoradalah tipologi
pengujian yang diarahkan pada persoalan-persoalam lyersifat konkret dan
tertentu sehingga pengujiannya baru dapat dilaksensetelah timbul akibat

hukum yang dialami secara riil oleh yang bersargkuDengan demikian,

5 A. Hamid S. Attamimi, dalam Ahmad Syahriz@lp.Cit, him 274- 275
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pengujian norma konkret biasanya akan terfokus jpedal-pasal dan ayat-
ayat tertentu yang terdapat dalam suatu undangagnda

Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-4nDasar, yang
diuji adalah isi norma dalam suatu undang-undanogai pelaksanaan atau
penerapan norma. Hal ini dikarenakan penerapananbrsa sesuai atau tidak
sesuai dengan isi norma yang tertulis dalam undangng. Ketidaksesuaian
antara isi norma dengan pelaksanaan norma bisaaditerkarena
ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan inteaprenengenai isi dari
suatu norma yang kemudian praktik dari norma tensebenyebabkan
terampasnya hak-hak masyarakat yang telah dilinddag dijamin oleh
konstitusi. Hal tersebut menjadi salah satu pimttuki masuk adanybegal
standing dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undding
Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan pengujian undang-undang seperti ggataskan di atas
tersebut, terdapat satu putusan Mahkamah Konstiargl memperdebatkan
mengenai pengujian abstrak dan konkret sebagairdesedbutkan di atas,
yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-4/20tentang
Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasid8Bl). Pengujian
tersebut berangkat dari permohonan pemohon yamggkteng dalam Tim
Advokasi Anti Komersialisasi Pendidikan yang memmhmtuk menguiji
materiil Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28uh 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebutaehgJ) Sisdiknas.

Dalam petitumnya, para pemohon mengungkapkan b&elarlakuan

Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas berakibat adanya eksialisasi dan
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diskrimasi dalam pemerolehan pendidikan yang bermkarena dengan
adanya RSBI, pendidikan yang bermutu hanya dapatraeh untuk pelajar
yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Sel@éindengan adanya
RSBI tersebut telah mengenyahkan jiwa nasionalipeserta didik karena
penggunaan bahasa asing yakni bahasa inggris dalawes belajar
mengajar. Keberadaan RSBI juga bertolak belakanggale semangat
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana segasaditiliskan dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU2XI2 tersebut,
terdapat pendapat hakim yang berbeda at&gsenting opinionyang
disampaikan oleh Wakil Mahkamah Konstitusi padat s@ayakni Hakim
Ahmad Sodiki. Beliau berpendapat bahwa pengujiatang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar dimaknai Mahkamah Konstitubagai pengujan
yang bersifat formil, yakni yang menyangkut pros@sentuknya undang-
undang dan dapat pula sebagai pengujian yang densdteriil yakni yang
menyangkut materi undang-undang. Beliau juga lé&dgfas lagi memberikan
pernyataan bahwa apabila yang dipermasalahkanhaéasal 50 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dimana dalam persabut terdapat
kata “internasional” sehingga dikatakan menimbulkawlti interpretasi
sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepdstkum maka
solusinya bukan dengan cara membatalkan pasabtertetapi Mahkamah
Kontitusi memberikan penafsiran yang sesuai denkamstitusi. Hakim
Ahmad Sodiki, sebagaimana dikutip dalam Putusan dMddb/PUU-X/2012

mengungkapkan bahwa:
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Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasasebut

mengandung makna liberalisasi atau diskriminasekarapa yang

dikemukakan sebagai keberatan para pemohon adgjala-gejala
dalam dunia praktik pada sebagian penyelenggarmaiah yang
bertaraf internasional, bukan normanya yang mengamndarti
liberalisasi atau diskriminasi. Pengujian atas reorimukanlah
pengujian atas praktik norma tersebut yang merup&&aus-kasus
yang terjadi dalam masyarak&Demikian juga pada Pasal 50 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang iste

Pendidikan Nasional jika dalam praktik didapati-hal yang tidak

baik, maka yang diperbaiki adalah praktiknya daw/gberaturan

pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 aydin@ng-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika

Nasional karena yang didalilkan oleh para pemotdaiaf kasus-

kasus konkret.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas makaliparrtarik untuk
mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai (&mg
konstitusionalitas norma yang didasarkan pada pragényelenggaraan
norma tersebut yang merupakan studi analisis PutMsdnkamah Konstitusi
Nomor 05/PUU-X/2012. Melalui putusan pengujian UmgidJndang Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasionseélet , penulis akan
mengkaji mengenai ratio legis atau alasan secages ldan berdasarkan
hukum mengenai putusan pengujian tersebut. Dendanya permasalahan
tersebut, untuk menyelesaikan tugas akhirnya maalis tertarik untuk
mengangkat penulisan skripsi ini  dengan juddPENGUJIAN
KONSTITUSIONALITAS NORMA  BERDASARKAN  PRAKTIK
PELAKSANAAN NORMA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUUFX012 tentang

Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)

' putusan  Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor  5/PUU-X/2012 (online)

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal Iré@@b2013, him198- 202
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RUMUSAN MASALAH

1.

1.

Apakah dasar yang melatarbelakangi munculnya pesmarh pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalartusa®u
Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 adalah mekan praktik
pelaksanaan norma?

Apakah ada putusan-putusan lain dari Mahkamah Kaosstyang
didasarkan pada praktik pelaksanaan norma?

Bolehkah Mahkamah Konstitusi memutus perkara peaguyndang-

undang yang didasarkan pada praktik pelaksanaamarror

. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganaldasar permohonan
pengujian undang-undang dalam Putusan MahkamahtiKmnaNomor
05/PUU-X/2012 tentang pembubaran Rintisan SekolakrtaBaf
Internasional

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi putusan-@riudain dari
Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas prakiizga@maan norma
Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitustndainemutus
suatu perkara pengujian undang- undang yang dkkasaatas praktik

pelaksanaan norma

MANFAAT PENELITIAN

1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamisangan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum ddny@ hukum

tata negara yang secara dinamis terus mengkaji ggoban hukum
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sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, keberdaanketertiban

dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan $tandan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah
Memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukaijake

dan membentuk suatu aturan hukum berkaitan dengsgn dalam
suatu persidangan pengujian undang-undang denipteamga suatu
keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi Mahkimatstitusi
dalam hal kewenangannya untuk melakukan pengujindang-
undang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusiar&pkan
dengan skripsi ini, dapat memberikan masukan darbphasan yang
lebih rinci dan mendalam mengenai pengujian undaring yang
didasarkan pada praktik pelaksanaan norma. Urggmsidalah untuk
menciptakan suatu keadilan yang substantif bagyanakat.

b. Bagi akademisi

Dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, kiyssus

mengenai pengujian undang-undang terhadap UndadgAdnDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewemmyga
terdapat pada Mahkamah Konstitusi Republik Ind@eBienulisan
skripsi ini diharapkan juga mampu menambah wawasarna
khazanah akademisi khususnya bagi penggiat Hukuta Nagara

untuk lebih bersikap kritis lagi terhadap perkendzan hukum tata
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negara yang dalam hal ini adalah mengenai pengupdang-undang
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima bab) diraamasing-masing bab

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yairg Gambaran yang lebih

jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikatard sistematika

berikut:

1. Bab | Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai LatankBeg
Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manafas|Ban

2. Bab Il merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraiangenai
konsep negara hukum, teori konstitusi dan tinjau@mgenai pengujian
konstitusionalitas suatu norma dalam pengujian nigadedang terhadap
Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Konsepri dan
pandangan-pandangan para pakar hukum khususnyarHU&ia Negara
yang merupakan landasan untuk menganalisa pokoskpgaérmasalahan
yang telah disebutkan dalam Bab | Pendahuluan

3. Bab lll berisikan tentang Metode Penelitian

4. Bab IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yangjamab
permasalahan skripsi ini

5. Bab V merupakan bab Penutup yang di dalamnya berisikamipulan
dan saran.
Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum imdadiumkan juga

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendulpermgabaran penulisan

hukum penulis.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Teori Negara Hukum

Rechtsstaatatau the rule of lawdalam kepustakaan Indonesia sering
diterjemahkan sebagai negara hukum. Notohamidjajp M. Yamin sama-
sama menggunakan istilabchtsstaatlalam pengertian negara huktfrDi
samping menggunakan istilaéchtsstaatada juga yang menggunakan istilah
the rule of lawmisalnya adalah Sudargo Gautama dan Moh. Kusisarth
Harmaily Ibrahim:® Paham rechtsstaat lahir karena menentang sistem
absolutisme yang sifatnya revolusioner dan bertupada sistem hukum
kontinental yang disebebmmon law

Gagasan negara hukum yang berkembang dengan iséttisstaat
dikenal di kawasan Eropa Kontinental seperti Jerdanthe rule of law
berawal di Inggris dengan julukan Anglo-saxon. Mpsk mempunyai latar
belakang sejarah dan sifat yang berbeda, padangaskeduanya mengarah
pada sasaran yang sama yakni pengakuan dan pedemiuatas hak-hak
dasar manusia. Persamaan kedua konsep hukumilkpdzathe rule of law
maupunrechtsstaatdiakui dengan adanya kedaulatan hukum atau suprema
hukum (supremacy of law)persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap
orang (equality before the law)dan perlindungan hak-hak asasi manusia

yang termaktub dalam konstitysbnstitution based on individual rights))

7 0. Notohamidjojo,Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Dian, Jakarta, 1970 dalam
Iriyanto, Op.Cit hal.13

8 |bid , hal. 14

19 pendapat Albert Van Dicey dalam Dr. H. IriyantoBaso EnceQp. cit hal.15

16
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Untuk memahami perkembangan konsep negara hukuarasempiris
dapat dikatakan sebagai objek kajian yang tidgkitah dari perkembangan
fungsi yudisial dalam melaksanakan pengujian hulksenara formil dan

materiil 2°

Setelah melihat hasil dari dilaksanakannya kewgaantu, maka
konsep Negara Hukum yang awalnya hanya bersifasédental menjadi
lebih nyata atau konkret dirasakan oleh masyarékas karena melalui
sistem pengujian konstitusional diperkirakan hak-h&onstitusional
masyarakat yang dilanggar oleh produk hukum dagetnbalikan pada
hakikatnya semula.

Dalam kepustakaan hukum tata negara Eropa dapaktiidn bahwa
gagasarrechtsstaatsecara fundamental memang berkembang dari waktu ke
waktu. Menurut Zippelius seperti dikutip dalam diasi A. Hamid S.
Attamimi, mengatakan:

Prinsip-prinsip wawasan negara berdasarkan hukunupakan

alat untuk membatasi perluasan dan penggunaan $akona

negara secara totaliter dan secara tidak terkorRraisip-prinsip

itu adalah jaminan terhadap ditegakkannya hak asasiusia,

adanya pembagian kekuasaan dalam negara yanglpasgelas,

penyelanggaraan pemerintah yang didasarkan padangnd
undang, serta adanya pengawasan yudisial terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tersébut.

Dengan kata lain, dalam negara hukum yang sejatiigoyakin bahwa di

satu saat ada batas-batas kekuasaan dari hak petheBegala tindakan dari

penguasa harus didasarkan serta bersumber damgsddang. Penguasa

20 5ri SoemantriHak Menguji Material di Indonesia, Penertbit PT. Alumni, Bandung, 1986,
him 6-7
IR. Zippelius dalam Ahmad Syahriz@lp.cit him 60
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tidak boleh keluar dari relnya, batas-batas patokamg sudah ditentukan
dalam undang undarig.

Pada permulaan zaman liberal, ide negara hukurh tilkembangkan
oleh Immanuel Kant yang sering disebut denddreral rechtsstaat
Immanuel Kant pada konteks ini bertujuan untuk ngakkan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Pada masa itu, masalah kearak menjadi tugas di
luar negara. Dalam perkembangannya ke depan, idemamperjelas
keterkaitan antara kepentingan umum dengan peusetuj rakyat
menghasilkan undang-undang. Maka konsep negararhykag antara lain
dikemukakan oleh Julius Stahl dikenal dengan sebutagara hukum
formal

Wirjono Prodjodikoré* menilai bahwa konsepsi negara hukum berarti
suatu negara, yang di dalam wilayahnya terdiri daa hal,Pertama,semua
alat-alat perlengkapan dari negara khususnya katperlengkapan dari
pemerintahan dalam tindakan-tindakannya baik teghagvarga negara
maupun saling berhubungan masing-masing tidak bséstenang-wenang,
melainkan harus memperhatikan peraturan-peratuukonm yang berlaku.
Kedua,semua orang atau penduduk dalam hubungan kemkataraharus
tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai negara huk{rechtsstaat)bukan negara

kekuasaarimachtsstaatjli dalamnya terkandung pengertian adanya prinsip-

%2 Sudargo Gautam&engertian Tentang Negara Hukum Penertbit PT. Alumni, Bandung,
1983, him 8

2 padmo WahjonoJndonesia Negara Berdasarkan atas Hukum Ghalia Press, Jakarta,
1986, him 30- 31

24 Wirjono ProdjodikoroAsas- Asas limu Negara dan PolitikPT. Eresco, Jakarta, 1981, him
37
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prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnyamigahan dan
pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusyamal diatur di dalam
Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yaelgas dan tidak
memihak(impartial) yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam
hukum, serta menjamin keadilan, kepastian hukum, kéaanfaatan hukum
bagi setiap orang, termasuk penyalahgunaan kewanaoigh pihak yang
berkuasa. Demi menjamin penegakan hukum dan tenyapakeadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sigtem hukum, tidak
bisa tidak sistem hukum ini menjadi materi muatangtitusi dengan kata
lain, materi muatan suatu konstitusi adalah sistekum itu sendiri yaitu
substansi hukum, struktur hukum yang merupakan dg@aHbembaga negara
dan budaya hukum.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesatuan sistemhigitam pada suatu
negara, maka perlu dilakukan pengujian apakah kaidakum tidak
berlawanan dengan kaidah hukum yang lebih tinggytama apakah suatu
kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat mahyizn kaidah hukum yang
lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Perbeddan pertentangan antara
kaidah-kaidah hukum dalam satu tata hukum harwdedigikan dan diakhiri
oleh lembaga peradilan yang berwenang menentukanyapg menjadi
hukum positif dalam satu negara. Pekerjaan mendakeputusan tentang
sesuai atau tidaknya kaidah hukum dengan Undangwiénddasar atau
dengan kaidah yang bermuatan setaraf dengan itebutispengujian
konstitusional secara material. Pengujian konstihad secara material ini

mendapat dasar yang kuat dalam negara yang menipungang-Undang



20

Dasar sebagai suatu kumpulan kaidah fundamentaj yitanggap paling
tinggi dibandingkan kaidah-kaidah hukum lainnya.
2. Kajian Teori Konstitusi

Dalam negara berdasarkan hukum, keberadaan normmanbukum
yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat guneap&rsuatu ketertiban
merupakan karakter umum dari negara yang diseleakga oleh hukum.
Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyalalagridengan tertib dan
teratur tersebut didukung oleh adanya suatu tatae@ingga menciptakan
ketertiban. Pandangan ini merupakan fungsi utarkarhwntuk menciptakan
keadilan akibat adanya ketertiban yang diorgarkaasioleh lembaga-
lembaga formal dan informal.

Konstitusi dalam pengertian yang luas menggambate&seluruhan
sistem ketatanegaraan suatu negara yaitu berupautaimperaturan yang
membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Rliaggup paham
konstitusi terdiri darf?

a) Anatomi kekuasaan

b) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

c) Peradilan yang bebas dan mandiri

d) Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitadikpubebagai

sendi utama dari asas kedaulatan rakyat

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Peraroisstituer yang berarti

membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimdkan adalah

%5 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huddeori dan Hukum Konstitusi, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, him 1-2
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pembentukan suatu negara atau menyusun dan meayasaktu negari.
Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakgmiahan istilah yang
dalam bahasa Belandan@ondwet Kata wet diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia yakni undang-undang dgondberarti tanah/dasaf.

Leon Duguit® mengatakan bahwa konstitusi bukanlah sekedamgada
undang dasar yang memuat sejumlah atau kumpulanaaeorma semata,
tetapi struktur negara yang nyata-nyata terdagatrdkenyataan masyarakat.
Dengan kata lain, konstitusi adalah faktor-faktekkatan yang nyata yang
terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Lebim lagi, Hermann
Heller® mengemukakan tiga pengertian konstitusi, ydertama konstitusi
adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam raeslyat sebagai suatu
kenyataan yang mengandung pengertian politis dasiolegis. Kedua,
konstitusi merupakan kesatuan kaidah hukum yangph@thlam masyarakat
yang berarti mengandung pengertian yuri#istiga, konstitusi yang ditulis
dalam suatu naskah adalah sebagai undang-undampgderyang berlaku
dalam suatu negara.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas menunjukklima konstitusi,
dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar bukard&bdar dokumen yang
memuat sejumlah norma-norma semata-mata, tetapstikei merupakan
suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam mesytardan sebagai
suatu institusi tidak lain daripada hukum yang hidialam masyarakat yang

merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik yaramjelma dalam

2 Wirjono Projodikoro,Asas-asas Hukum Tata Negara di IndonesjeDian Rakyat, Jakarta,
1989, him 10

27 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Hud@p.Cit him 7

28 Abu Daud Busrohllmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, him 10

29 Ibid, him 98- 99



22

kenyataan masyarakat, serta faktor-faktor kekuataag nyata yang terdapat
dalam masyarakat yang bersangkutan.

Konstitusi adalah penjelmaan tertinggi dari keiagirseluruh rakyat, di
mana rakyat kemudian menunjuk wakilnya melalui ks demi
mewujudkan keinginan-keinginannya. Oleh karenasangat beralasan jika
produk hukum wakil rakyat tidak diperkenankan untuknyimpang dari
batas-batas konstitusi. F. Lassale dalam bukulwiyar Verfassungswesen
membagi konstitusi dalam dua pengertian y3tu:

1) Pengertian sosiologis atau politis bahwa konstiagalah sintesis
faktor-faktor kekuatan yang nyaf@ereele machtsfactorerjalam
masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungatara
kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyatan dsiatu
negara.

2) Pengertian yuridis bahwa konstitusi adalah suatskata yang
memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pezhar

Konstitusi dalam dunia politik sering digunakanipgltidak dalam dua
pengertian. K. C. Wheare menyatal?én:

Pertama konstitusi dipergunakan dalam arti luas yaituesis
pemerintahan dari suatu negara dan merupakan hanpun
peraturan yang mendasari serta mengatur pemenntidiam
menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem
pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tatatysan

baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan
peraturan hukum (non-legalKedua, pengertian konstitusi
dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan yagglldalam
lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuen da

“suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang tersiedu
sama lain.

%0 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Hud@p.cit, him 10
1 |bid, him 13
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulisimauiigan bahwa
pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertutian tidak tertulis sedangkan
Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yanglierdi dalam negara-
negara yang berdasarkan demokrasi konstitusiopatténdonesia, Undang-
Undang Dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasiuasaan
pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggakeinasaan tidak
bersifat sewenang-wenang. Hal tersebut dilakukamgale sebuah harapan
supaya hak-hak warga negara akan lebih terlinddeagiterjamin.

Kondisi demikian menjadikan mekanisme pengujian skitusional
sebagai upaya maksimal dalam mempertegas kedudhggama hukum yang
berdasarkan konstitusi dengan segala macam konitglek®rmatifnya.

3. Kajian Mengenai Hak Menguiji (Toetsingrecht)

Terdapat perbedaan antara istilah hak men@ogtsingrecht)dengan
istilah judicial review apabila diartikan kata per kata tanpa mengaitkanny
dengan sistem hukum tertenfibetsingrechdiartikan sebagai hak menguji,
sedangkanudicial review yang mana sebutan yang sering digunakan di
Indonesia memiliki definisi yakni peninjauan oleambaga pengadilan,
sehingga pada dasarnya kedua istilah tersebut méuagg pengertian yang
sama yakni kewenangan untuk menguji atau menffjaRerbedaannya
adalah dalam istilajudicial review sudah secara spesifik ditentukan bahwa
kewenangan tersebut dimiliki oleh pelaksana lembpgagadilan, yakni

hakim33

%2 Fatmawati,Hak Menguji (Toetsingrecht)yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum
Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, him 5
33 |hi
Ibid
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Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikemdnya dua
macam hak menguftoetsingrecht)yaknp*:

a) Hak menguiji forma(formale toetsingrecht)

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilatsyproduk
legislatif seperti undang-undang misalnya terjelmelalui cara-cara
atau prosedur sebagimana telah ditentukan atawr diatam peraturan
perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. upangformal
biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dakeh@an dengan
legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

b) Hak menguji materii(materiele toetsingrecht)

Hak menguji material adalah suatu wewenang untukyeialiki
dan menilai apakah suatu peraturan perundang-uadasesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggijateya. Pengujian
material berkaitan dengan kemungkinan pertentangateri suatu
peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi@un menyangkut
kekhususan-kekhususan yanag dimiliki suatu aturdbandingkan
dengan norma-norma yang berlaku umum.

Berdasarkan arti hak menguji formal dan hak mengnaterial tersebut
maka dapat ditarik pemahaman bahwa hak mengujidiodan hak menguiji
material merupakan kewenangan untuk menilai apakaditu peraturan
perundang-undangan bertentangan atau tidak terhdidBpdan hak menguiji

terhadap peraturan perundang-undangan tidak haitya aleh hakim, tapi

34 1bid, him 6
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juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenamgisebut berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkamvia bahwa definisi
suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukamgydianut oleh negara
yang bersangkutan. Definisi hak mengiifietsingrechtlyang dikemukakan
di atas merupakan pengujian pada negara-negara lyemganut sistem
hukumcivil law.>® Pada negara yang menganivil law systemhak menguiji
yang dimiliki hakim hanya dilakukan terhadap tindakadministrasi. Di
Indonesia, tindakan administratif negara yang berkipputusan Tata Usaha
Negara dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Me@FUN).*®

4. Kajian Mengenai Pengujian Konstitusional
a. Pengujian Norma Hukum
Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma huk@ang
dapat diuji atau yang biasa disebut sebagam control mechanism

Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukbagaiehasil dan

proses pengambilan keputusan hukum, yaftu(i) Keputusan normatif

yang berisi dan bersifat pengatur@ageling), (i) Keputusan normatif

yang berisi dan bersifat penetapan administfagischikking) dan (iii)

Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghak (judgement)

yang biasa disebut vonis.

*® |bid, him 7

% pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang dilera Tata Usaha Negara diatur tentang
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu “Keputusan Tatah&) Negara adalah suatu penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabtd Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, bersifat konknelividual dan final yang menumbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pérdat

37 Jimly Asshiddigie,Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta,
2010, him 1
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Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapgit d
kebenarannya melalui mekanisme peradildjusticial) ataupun
mekanismenon-justicial Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga
peradilan, maka proses pengujiannya itu disebugapudicial review
atau pengujian oleh lembaga judicial atau pengaditkan tetapi, jika
pengujian dilakukan bukan oleh lembaga peradilaakamhal tersebut
tidak dapat dikatakan sebagaidicial review.

Penyebutan untuk pengujian undang-undang yang teggsntung
kepada lembaga apa yang memiliki kewenangan untllekukan hak
uji.*® Kewenangan hak untuk menguiji jika diberikan kepétabaga
parlemen sebagai legislator, maka proses pengdgarikian lebih tepat
disebut sebagaegislative reviewbukanjudicial review Demikian pula
jika hak menguji diberikan kepada pemerintah, mad@gujian semacam
itu disebut sebagagéxecutive review bukanjudicial review ataupun
legislative review.

Untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatodang-
undang, dapat menggunakan beberapa alat pengakupanilai, yaitt?
pertama,naskah undang-undang dasar yang resmi tertulestadsedua,
dokumen-dokumen tertulis yang terkait serta dengaskah undang-
undang dasar seperti keputusan dan ketetapan MR#ng-undang
tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain, asdattiga, nilai- nilai
konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegangary telah dianggap

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharasa kebiasaan

38 |bid, him 3
39 |pid, him 5-6
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dalam penyelenggaraan kegiatan bernegar&keéampatnilai-nilai yang

hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kemmyataerilaku politik

dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiaslan
keharusan-keharusan yang ideal dalam peri kehidipgsbangsa dan
bernegara.

Dengan demikian, pengertian konstitusionalitas hléta konsep
yang sempit yang hanya terpaku kepada apa yandigedttlam naskah
Undang-Undang Dasar saja. Keempat hal tersebasdsatalah termasuk
ke dalam pengertian sumber dalam keseluruhan tatho&um tata
negara yang dapat dijadikan alat pengukur ataulgpesi@lam rangka
pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

b. Pengendalian Norma Abstrak

Pengujian norma hukum secara abstrak adalah mekanis
preventif terhadap masa depan suatu produk legigtasy diprediksi
tidak konstitusional. Dikatakan pengendalian noahstrak karena objek
pengujian ditujukan kepada suatu norma yang masisifat umum atau
hal ini setara dengan rancangan undang-undang lyalugn disahkan
menjadi undang-undang oleh parlemen dan/atau sddsiujui tapi
belum diberlakukan. Keadaan yang seperti demikisebat dengan
judicial preview Melalui sistem pengendalian norma secara abgtiak
pengujian dapat diarahkan kepada seluruh pasal pesgpun ayat-ayat

yang terdapat dalam suatu undang-unddng.

40 Ahamd SyahrizalQp.Cit, hal. 88- 89



28

Pengujian norma abstrak bukan model pengujian yeenkait
dengan suatu perkara spesifik karena pengujian aabstrak lebih
terfokus kepada kadar konstitusionalitas produkuhulyakni dalam hal
ini adalah undang-undang secara umum. Dalam tatepuyi perkara
abstrak, hakim dapat melakukan penafsiran secast&rhadap seluruh
pasal maupun ayat yang terkandung dalam suatu gndatang. Dalam
pengujian norma abstrak, tidak ada prakondisi ydibgtuhkan, di mana
hak-hak tertentu dari pemohon telah terlanggar cdehtu undang-
undang. Dengan demikian, dalam menguji norma dbgtarag diuji oleh
hakim meliputi persoalan formil dan materiil.

Menurut Maria Farida Indrati Suprapto menjelaskahvia:**

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang

melihat pada perbuatan seseorang yang tidak adanyat,

dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak ini

merumuskan suatu perbuatan secara abstrak. Berbeda

dengan sifat norma hukum konkret adalah suatu @orm
hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih
nyata.

Pada beberapa negara di dunia yang memiliki orgsnaddan
konstitusi, terdapat pula mekanisme pengendaliamacabstrak atau
abstract norm control.Negara Jerman misalnya, pengujian norma
abstrak dapat dimohonkan oleh Pemerintah Fedezatepntah negara
bagian dan juga parlemen federal. Dalam ketentaang Yerlaku, tidak

ada prakondisi yang dibutuhkan untuk mengajukampbonamabstract

review, yang berarti bahwa pemohon tidak harus membuktdecara

*1 Maria Farida Indratijlmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Miatan),
Kanisius, Yogyakarta, 2007, him 12
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konkret bahwa pelanggaran konstitusional benarsbeslah terjadf?
Dalam konstruksi pengujian norma abstrak, yang dd@gukan untuk
dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi adalahcangan undang-
undang atau undang-undang yang belum diundangkan.

Hal yang sama juga berlaku di negara Perancis. ideiga juga
memiliki mekanismebstract norm controhamun sering disebut dengan
istilah a priori abstract reviewSama halnya dengan Jerman yang mana
pengendalian norma abstrak dilakukan terhadap ngaca undang-
undang yang tidak memerlukan bentuk kerugian sekarkret yang
dialami oleh pemohon. Hanya saja perbedaannya yalekanisme
pengajuannya. Dalam konstitusi Perancis menentitediwa undang-
undang organik, sebelum diundangkan terlebih dahahus diserahkan
kepada Dewan Konstitusional untuk diuji apakah aesdengan
konstitusi. Permohonan kepada dewan dapat dilakukeim Presiden.
Ketua Majelis Nasional, Ketua Senat, dan 60 (enaruh) anggota
Majelis Nasional ataupun SerfatInilah yang membedakan pengujian
undang-undang antara Perancis dengan Amerika $erengujian
undang-undang yang dimiliki oleh Perancis sifatpyraventif yakni
mencegah lahirnya undang-undang yang inkonstitagiosedangkan
Amerika Serikat pengujian undang-undangnya bersifatesif.

Selain Jerman dan Perancis, Afrika Selatan juga ilkém
mekanisme pengendalian norma abstrak atau lebikndikdengan

abstract review.Pengujian abstract reviewdapat dimohonkan oleh

2 Jimmly AsshidiqgiePeradilan Konstitusi di 10 Negara,Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him
57
“3Ibid, him 158



30

anggota Majelis Nasional kepada MK terhadap suataangan undang-
undang. Namun, yang perlu digarisbawahi adalahmgpleonan ini baru
dapat diregister kepada Mahkamah Konstitusi setetedmperoleh
dukungan minimal sepertiga dari anggota Majelisitéed ** Penyerahan
kepada Mahkamah harus dilakukan paling lambat gigah hari sejak
rancangan undang-undang disetujui dan ditandatantgnPresiden.

c. Pengendalian Norma Konkret

Pengujian norma konkret dapat dilaksanakan olehaddan
Konstitusi setelah adanya penyerahan dari peradilasmum yang
meragukan konstitusionalitas suatu undang-undiggslative actsdan
peraturan perundang-undangan ataupun peraturan ripgghe serta
putusan peradilan umum. Pengujian konstitusionatarse konkret
umumnya timbul dari proses litigasi peradilan umietika hakim
merasa bimbang terhadap konstitusionalitas suatdangiundang
ataupun pelaksanaan peraturan perundang-undangag dilai
inkonsistensi dengan konstitusi.

Lazimnya pelaksanaan pengendalian norma konkretatdap
dilakukan oleh organ peradilan umum. Namun demjkiagan peradilan
umum hanya bertindak sebagai pemeriksa awal daak trdemiliki
otoritas untuk memutuskan apakah produk hukum yaegang
ditanganinya tersebut konstitusional atau tidakehOlkarena itu,
konstruksi pengendalian norma konkret, keputusarhiraketap

merupakan kewenangan Peradilan  Konstitusi  sepertangy

44 |bid, him 278
4 | Dewa Gede Palgunaylahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare Sate,
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Kosistlakarta, 2008, him 58
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diselenggarakan pada sebagian besar n-negara Eropa Kontinent:
Uji konstitusional produk hukum setelah duk hukum itu berlakiyex
post) sebenarnya juga memiliki akibat hukum yang samayaerakiba
hukum ketika pengujian dilakukan sebelum un-undang berlakiy(ex
ante)?® Kondisi tersebut dapat terlihat melalui putusanvizhegislasi
yang tidak konstitusional tidak dapat diimplemeikias secara efekti
Dalam kajian secara akademis, pengujian secex post
diperkirakan akan meningkatkan prinsip ke-hatian kepadiparlemen
dalam tahap pengesahan suatu rancangan L-undang bilamar di
kemudian hari nanti unda-undang tersebut tidak ingin dipermasalah

oleh pihak yang merasa dirugik*’

Uji Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi

. ] muncul review oleh putuszn
pemerintsh * parlemen ’ konflik ‘ ME ‘ fmal
)
@ ® @ 0 )

[Pruses terbentuknva suatu L'L'] [ Petisi oleh pemu-hu-n]

Gambar 2.1 Proses pengujian konstitusionalitas undandanc

terhadap UUD NRI Tahun 1945

6 Ahmad SyahrizalQp.Cit, him 101

7 Ibid

8 Ahmad SyahrizalPeradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikas Konstitusional
sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Norme, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2(
him 115
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Gambar di atas memperlihatkan proses terbentulusta sindang-
undang yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahud519Proses
terbentuknya suatu undang-undang ini diperlihatketalui anak panah
ke-1 dan ke-2. Dalam suatu keadaan normal setelemperoleh
persetujuan bersama, maka selanjutnya rancangamangiuwhdang
disahkan oleh Presiden. Setelah undang-undang eitlako, terdapat
kemungkinan timbulnya konflik. = Konflik itu sendiri akan
mempermasalahkan syarat formil atau materiil dardamg-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ketidakselarasan formaupun
materiil yang terdapat dalam undang-undang terh&tldip NRI Tahun
1945 dapat saja dianggap menzalimi hak atau kevgamakonstitusional
perorangan, masyarakat adat, badan hukum privatpdahk ataupun
lembaga negara. Keadaan demikian akan mendoroad saku pihak
yang kemudian disebut dengan pemohon untuk menykampa
keberatannya melalui permohonan kepada Mahkamabktisi, bahwa
undang-undang yang telah berlaku tersebut tidak stkasional.
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/@aenkngan
konstitusionalnya dirugikan melalui berlakunya suandang-undang.
Kemudian pemohon dapat mengajukan permohonan kddatlkamah
Konsitusi untuk melakukan uji formil atau materérhadap undang-
undang yang dimaksud sebagaimana terlihat dalark panah ke-3.
Pada anak panah ke-4 menjelaskan tentang tahap uj@eng
konstitusional Mahkamah Konstitusi yang meliputi megiksaan

permohonan dan kejelasan materi permohonan, skatabakti yang
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diajukan dalam persidangan. Pada anak panah kerBpenkhatkan
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dangikat perihal
konstitusional tidaknya sebuah undang-undang tegnadUD NRI
Tahun 1945.

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, kewenarahkamah
Konstitusi antara lain diatur dalam Pasal 24C g¥atUndang-Undang
Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan objek ini pemgufonstitusional
hanya terfokus kepada Undang-undang terhadap Urddadgng Dasar.
Pengujian undang-undang itu dapat saja bersifagjupm formil atau
materiil. Pengujian undang-undang oleh MahkamahsKtwsi tersebut
tertuju pada sengketa konkret. Dengan demikiangygem berlangsung
pasca munculnya permasalahan konstitusional yargp pakhirnya
mendorong salah satu pihak yang merasa dirugikah bkrlakunya
undang-undang mengajukan permohonan kepada Mahkigoregtitusi.
Permohonan dapat dimohonkan secara peroranganuatdugiompok
masyarakat yang memilikiegal standing(kedudukan hukum) untuk
mengajukan perkara tersebut. Pasal 24C ayat (1angadndang Dasar
1945 merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitugiuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yangldiajkepadany®.

5. Konsep Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSB
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adabekolah Standar
Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik bartas Standar Nasional

Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf internasjia@ehingga diharapkan

4° pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 044/PUU-1/2008w.mahkamahkonstitusi.go.id
(online) diakses pada tanggal 15 November 2013
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lulusannya memiliki kemampuan daya saing intermasid Dikatakan
sebagai rintisan adalah sekolah-sekolah tersepatsiapkan secara bertahap
melalui pembinaan oleh pemerintah dstakeholderdalam jangka waktu
tertentu yaitu empat tahun diharapkan sekolah letsemampu dan
memenuhi kriteria untuk menjadi Sekolah Bertar&timasional (SBI).

Selama masa rintisan, penyelanggaraan RSBI padap sethunnya
dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi untoémbina dan seklaigus
mengetahui sejauh mana tercapainya Indikator Kankgnci Minimal atau
disingkat IKKT. Sehingga pada saatnya nanti sekd&isebut dikatakan
sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) at#aktlagi menjadi rintisan.
Bagi sekolah yang ternyata belum atau tidak memeimibria sebagai SBI,
maka diupayakan tetap sebagai sekolah rintisanrasenandiri di bawah
kewenangan pemerintah daerah provihsi.

Landasan hukum pembentukan prorgam RSBI adalah rigAdadang
Nomor 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 50 ayat (3JakmUndang Nomor
32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undadgfgy Nomor 33
tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Kéamenangan
Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, Undamghy Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan NasiormatuRen Pemerintah

Nomor 17 tahun 2005 tentang Standar Nasional PiadidPasal 161 dan

*0 Dirjen Mandikdasmen Panduan Penyelenggaraan Program SMA Rintisan Bertaf
Internasional, Dirjen Mandikdasmen, Depdiknas, 2008

®L Mukti Fahrudinkrisanto,Penerapan Sistem RSBl pada Sekolah Menengah Atas
http://krisnal.blog.uns.ac.id/xmirpc.qlopline), diakses pada tanggal 09 November 2012
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permend)kNasnor 22-24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Rintisan Sekolah Bettaeahasionaf?

Tujuan dari program RSBI adalah meningkatkan kaslipendidikan
nasional sesuai dengan amanat tujuan nasional daéanbukaan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, memberikan peluang kepa#talah yang
berpotensi untuk mencapai kualitas baik nasionbk&a internasional, serta
untuk menyiapkan lulusan yang mampu berperan adiém masyarakat
global. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasionall@uasekolah nasional yang
menyelanggarakan pendidikan berdasarkan atau tekmenuhi Standar
Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Indiktor Kiné@yanci Minimal (IKKM)
dan mutu internasional sebagai Indikator Kinerjan&iuTambahan (IKKT)
sehingga Ilulusannya memiliki mutu/kualitas bertara@sional dan
internasional sekaligus. kualitas bertaraf nasiahakur dengan SNP dan
kualitas beratarf internasional diukur dengan katdriteria internasional
yang dikaji secara seksama melafui:

a) Perbandingan Standar Nasional Pendidikan (SNP)asestndarkriteria
mutu internasional

b) Pertukaran informasi dan studi banding

c) Mengacu pada standar salah satu negara andQojanitation for
Economic Co-operation and Developmnet (OE@B#)/atau negara maju

lainnya yang mempuyai keunggulan terentu dalamnigigeendidikan.

°2 Dirjen Mandikdasmenibid.
%3 |bid



BAB llI
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum noiimBenelitian hukum
normatif adalah memecahkan masalah hukum secaraatibryang pada
dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan nsnderhadap bahan-
bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang rele@ngan
permasalahan hukum yang dikaji.

Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan membahas
tentang pengujian konstitusionalitas norma yangashdkan pada praktik
pelaksanaan norma pada Mahkamah Konstitusi. Pianeliltukum ini
merupakan suatu studi analisis terhadap Putusankavizdh Konstitusi
Nomor 05/PUU-X/2012 tentang Pembubaran Rintisanolaék Bertaraf
Internasional yang telah memiliki kekuatan hukumgyéetap.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis noriatdengan
menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekataungang-undangan
(statute approach),pendekatan kasugcase approach) dan pendekatan
konseptua({conceptual aprroach)

a. Pendekatan perundang-undangarfstatute approach)
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakandgkatan
perundang-undangan, karena aspek yang akan dadktiah berbagai

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema ralerguatu

36
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penelitian* Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisaipskini
akan melihat berbagai peraturan perundang-undaugan peraturan-
peraturan lainnya yang terkait dengan pengujiarstimsionalitas suatu
norma yang didasarkan pada praktik pelaksanaanandatam pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan kasugcase approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif memputoyaan
untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kasdum yang
akan dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatansjeni biasanya
digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mengapstan. Kasus-
kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam syetelitian
normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajaikuntemperoleh suatu
gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalabu sturan
hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan kasilisisnya untuk
bahan masukan dalam eksplanasi huRtim.

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karengitpem ini
bertujuan untuk mengetahui perihal pengujian kaunstnalitas suatu
norma yang diujikan dalam persidangan di Mahkamahsktusi yang
mana pengujian tersebut didasarkan pada praktiakgahaan norma.
Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kasrgang
pembubaran sekolah bertaraf internasional yantp t@kendapat putusan

dari Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nom&/PQU-X/ 2012.

54 Johni Ibrahim Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Cet.lIl, Bayu Media Publishing,
Malang, 2007, him 300
%5 |bid, him 321
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c. Pendekatan Konseptualconceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangandoletrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu huktfrDengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukaaneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-p&agerhukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang meldgagan
permasalahan yang dihadapi yakni mengenai pengkpiastitusionalitas
norma yang didasarkan pada praktik pelaksanaananpada Mahkamah
Konstitusi

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikatdiurut
secara hierarki’ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan pergadatangan serta
putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahdwrhuprimer
penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb;
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisterdi@i&an

Nasional;

c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi;

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubatas

%8 |bid, him 322
57 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
him 31
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi;
e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012
g) Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkaihgale
permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI11/2009
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VI11/2009
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X1/2013
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-1X/2011
h) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005taeg
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undangrgnd
i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I1/2G85%tang
Pemerintahan Daerah
J) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007taeg
Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 196@arngn
Penetapan Luas Tanah Pertanian
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahag ya
diperoleh dari literatur-literatur yang terkait d@m permasalahan yang
dikaji yang berasal dari penjelasan undang-und&@egnua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokuesmi yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum prigleagaimana
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yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bers#adgai penunjang

dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh bukusbjurnal,

majalah, buletin dan internet.
c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KamuisurH,
Jurnal Mahkamah Konstitusi, media massa, dan &in-Isebagai
penunjang.
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pemeiiti diperoleh
dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku;bliteratur, makalah
yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilimukur (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Petpksan Pusat
Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan BunghKdPBK) Kota Blitar,
Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkatargan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di MadikaKonstitusi,
khususnya perihal mengenai pengujian Kkonstitusi@sal norma yang
didasarkan pada praktik pelaksanaan norma.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkarus dilakukan
menurut cara-cara analisis atau penafsiran (iregsi) hukunt® Dalam ilmu
hukum, dikenal beberapa penafsiran hukum seperafpgan autentik,
penafsiran menurut tata bahasa atau gramatikalafgieen berdasarkan

sejarah perundang-undangan, penafsiran sistenisafsiran sosiologis,

58 Sunaryati HartonoPenelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2Q Penerbit
Alumni,Bandung, 1994, him 152
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penafsiran teologis, penafsiran fungsional, darajpgnafsiran futuristik’
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menganalisehan hukum yang ada
dengan cara menafsirkan secara autentik, gramatialsistematis dengan
tetap berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi désaflat kenegaraan yakni
Pancasila.

Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analiata yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode peigwl data secara

kualitatif, ®°

yaitu suatu metode analisis data deskriptif yaremgacu pada
suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pehgmspa pakar hukum
maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan bemaku. Dalam
penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan bemwrsumber data
sekunder vyaitu buku-buku, catatan perkuliahan, tpea perundang-
undangan, teori-teori hukum dan pendapat sarjafkarhusehingga dapat
ditarik suatu kesimpulaf.
Langkah-langkah atau tahapan dalam penelitian ndrnddakukan
dengan cara sebagai berikét:
a) Tahap ldentifikasi Fakta Hukum sebagai Langkah Awal
Peneliti akan menganalisis fakta atau kejadian yesigvan
dengan norma-norma hukum. Fakta hukum bisa terttaitgan

peristiwa, keadaan atau perbuatan yang melangdamhuDalam

penelitian ini, fakta hukum yang telah terjadi atladanya

59 -
Ibid
%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfeneliian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal 39
61 H
Ibid
62 M. SyamsudinOperasionalisasi Penelitian Hukum PT. Rajawali Press, Jakarta, 2007,
him. 143-158
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pelanggaran hak asasi manusia dalam pemerolehaidikam yang
bermutu dan berkualitas yang diamanatkan dalam hirtadang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Makigang
kemudian Undang-Undang tersebut mendapatkan putwEan
Mahkamah Konstitusi yakni berupa pembatalan padalP# ayat
(3) UU Sisdiknas. Putusan Mahkamah Konstitusi ters&emudian
menimbulkan beberapa permasalahan yang menanik y@nulis
angkat terkait dengan pengujian konstitusionalitema yang
didasarkan oleh praktik pelaksanaan norma. Pendélah
menginventarisasi bahan-bahan hukum terkait yangiuk&an
mengajukan pertanyaan yang berangkat dari pernm@sataengenai
pengujian konstitusionalitas norma yang didasargada praktik
pelaksanaan suatu norma yang dilaksanakan oleh avistk
Konstitusi. Permasalahan yang akan dijawab pertadalah
mengenai objek yang dijadikan dasar dan melatdtapta adanya
pengujian undang-undang tersebut. Peneliti mendgumadata
berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUWX22untuk
mengetahui dan mengidentifikasi fakta hukum yang adlam
permasalahan tersebut. Selanjutnya, peneliti jug&ana
membandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi NomoP 0B/
X/2012 dengan putusan-putusan Mahkamah Konst#irsnya yang
didasarkan pada praktik pelaksanaan norma. Teraldgtelah

seluruh fakta hukum terkumpul, peneliti mengidekdisi terkait



43

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkang
didasarkan oleh praktik pelaksanaan norma.

b) Tahap Pemeriksaan atau Penemuan Bahan Hukum vyam@itTe

dengan Fakta Hukum

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaau at
menemukan konsep-konsep hukum. Dalam tahap inielitien
menafsirkan fakta-fakta atau kejadian dengan indikgang ada
pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undamngédumk
dinterpretasikan.

c) Tahap Penerapan Hukum

Yaitu penerapan norma pada fakta hukum setelah rmégsen
norma konkret dalam tahapan sebelumnya. Kesimpuag diambil
dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaita ¢erpikir yang
mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan diemulitarik
kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan poéokasalahan.
Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah itedengan
pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MahkaKuentitusi,
kemudian permasalahan khususnya adalah pengujiastitksional
norma pada perkara Nomor 05/PUU-X/2012.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya aksajikdn secara
deksriptif, yaitu dengan menuturkan dan mengganaragpa adanya sesuai
dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil taris&emudian ditarik suatu
kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasafahgmdiangkat dalam

penelitian ini.
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6. Definisi Konseptual
Batasan konsep istilah dalam penulisan skripsidiperlukan untuk
menegaskan konsep-konsep utama yang digunakanpelehlis sehingga
dapat dipahami secara sama oleh oran§ laBerikut adalah batasan konsep
dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pengujian Konstitusionalitas undang-undang adadatggian mengenai
nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baiki gagi formil maupun
materiil. Pengujian materiil adalah menitikberatlea isi atau subtansi
dari undang-undang, sedangkan pengujian secard smtalah pengujian
yang didasarkan pada bentuk dan prosedur pembemyska Dalam
penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasanyh terkait dengan
pengujian undang-undang secara materiill yang nkéetatkan pada
substansi atau isi dari suatu undang-undang. Undag@ng yang
digunakan sebagai pokok permasalahan dalam pemu$kapsi ini
adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 TentangierSi
Pendidikan Nasional.

b. Norma adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman tivagrah laku
manusia dalam pergaulan hidup sehingga kepentingasing-masing
individu dapat terjamin. Singkatnya, norma adaladgngenai apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individiu

c. Praktik Pelaksanaan Norma adalah penerapan atalenmegasi dari

suatu norma dalam bentuk yang riil dan konkret yditpsarkan dari

% Tim PenyempurnaBuku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Bawijaya
2012/2013, him 26

% Catatan penulis saat menempuh mata kuliah Pemghmia Hukum pada semester | di
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tanggal 23 $tgs 2010
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bunyi suatu norma atau aturan yang termaktub dalaatu peraturan
perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi imuje memberikan
batasan yang jelas bahwa praktik pelaksanaan ngamz dimaksudkan
adalah praktik pelaksanaan norma dalam Pasal 50 (8yaJndang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidMasional.
Norma tersebut merupakan norma yang meletigimaanyad sistem
pendidikan dengan taraf internasional (RSBI) yan@nan praktik
pelaksanaan dari norma dalam pasal tersebut megk&ib adanya

kerugian yang potensial dan dialami oleh sebagiasyarakat.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Sebagai Objek Pengujian Undang-Undang &rhadap
Undang-Undang Dasar
1. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi skdeorang
dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun demngmbgannya.
Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kadtdam bahasa Arab,
sedangkan dalam bahasa Indonesia sering juga tidebgan pedoman,
patokan atau aturaf® Norma diartikan sebagai suatu ukuran atau
patokan bagi seseorang dalam bertindak atau blkatndgaku dalam
masyarakat, sehingga inti dari suatu norma adatg@ials aturan yang
harus dipatuhi. Suatu norma adalah suatu aturag gengekspresikan
fakta bahwa seseorang har(@might) bertindak dengan cara tertentu.
Norma dikualifikasikan sebagai suatu keharusan ysifagnya umum.
Austin® memberikan penjelasan tentang norma dan mengd@msi
bahwa norma adalah perintah. Lebih lanjut lagi, thusnemberikan
definisi dan penjelasan sebagai berikut:

Suatu perintah adalah ekspresi kehendak dalam kentu

imperatif bahwa orang lain harus bertindak dengama c

tertentu. Terkait suatu perintah tersebut mengitat tidak

tergantung pada individu yang memerintahkan memilik

otoritas untuk membuat atau tidak. Suatu perintdhlad
mengikat bukan karena individu yang memerintah rikimi

65 Maria Farida Indarti Suprapt@p.cit, him 18

56 Kelsen, Hans,Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Trslation of the
First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Thgoof Law,translated by: Bonnie L and
Stanley L, Oxford, Clarendon Press, 1992, page,xdaiam Jimmly Asshidigie dan M. Ali
Safa’at,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi Press (konpress), Jakarta, 2012, him
33
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kekuasaan yang superioritas, tetapi karena diesiriatau

diberikan kekuasaan untuk membuat perintah yanggikan

dan otorisasi tersebut terjadi hanya jika suatuaatunormatif

memberikan kapasitas untuk itu, sehingga aturanuruk

adalah perintah yang mengikat karena dibuat olefitas yang
kompeten. Suatu perintah yang mengikat akan tetpgikat
walaupun keinginan yang menjadi dasar perintahelberts
sudah tidak ada. Hal ini dapat terlihat dalam kgmrebuatan

surat wasiat, yang mana perintah surat wasiat hmiesap

mengikat walaupun yang memiliki keinginan sudah

meninggal. Bahkan meninggalnya orang yang memberika
wasiat menjadi dasar berlakunya surat w&$iat.

Suatu undang-undang ada karena keputusan parlesmeskdis atau
berlaku pada saat ketika keputusan sudah dibuatiggezhjika dianggap
sebagai ekspresi keinginan, maka undang-undangkbenpada saat
keinginan sudah tidak ad® Hans Kelsen sendiri lebih lanjut
menganalisis secara psikologis prosedur pembuaidang-undang tidak
harus merupakan tindakan berdasarkan keinginanngifein adalah
suatu fenomena psikologis yang berakhir setelatudiredakan selesai
dilakukan. Undang-undang dibuat oleh keputusanep®h sebagai
otoritas yang kompeten dengan prosedur pengambimanya adalah
voting terhadap suatu rancangan undang-undang yang didaspada
suara mayoritas anggota. Anggota yang menentargamgan tersebut

otomatis keinginannya tidak menjadi isi atau bdelegan dengan isi

undang-undang’

%7 Kelsen Hans, General Theory of Law translated by Andreas Werdberg, Russel and
Russel, New York, 1961 dalam Jimmly Asshidiqqie 8&rmli Safa’at,Op.cit him 34
68 -
Ibid
% bid, him 35
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Menurut D.W.P Ruitef® dalam kepustakaan Eropa Kontinental,
yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangagamdung tiga
unsur yaitu**

a) Norma Hukum(rechtsnorm)

Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-unaeanga
dapat berupa perintafgebod) larangan(verbod) pengizinan
(toetstemmingdlan pembebasdmrijstelling)

b) Norma berlaku ke lugnaar buiten weken)

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat tradisi
yang hendak membatasi berlakunya norma yang haaga b
mereka yang tidak termasuk dalam organisasi petagan.
Norma yang ditujukan kepada rakyat, baik dalam hgba
antar sesamanya maupun antara rakyat dan pemeribatma
yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisa
pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenaraya d
hanya dianggap sebagai norma organisasi. Oleh &aiten
norma hukum dalam peraturan perundang-undangaru sela
disebut dengan “berlaku ke luar”

c) Norma bersifat umum dalam arti lugdgemeenheid in ruizeme

zin)

Terdapat perbedaan antara norma yang urfagemeen)
dan norma individualindividueel) hal ini dapat dilihat dari

adressatatau alamat yang dituju, yaitu ditujukan kepadstiep

° D.W.P Ruiter, Bestuurrechttelijke WetgevingsleerAssen Maastricht: Van Gorcum
1987, hal. 7 dalam Maria Farida I, llmuQp.cit, him 35
™ bid, him 36- 37
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orang” atau kepada “orang tertentu”, serta antamana yang
abstrak(abstract)dan yang konkrefconcrete)jika dilihat dari
hal yang diaturnya apakah mengatur peristiwva-peastang
tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwtetdgu.

2. Struktur Norma Hukum dan Struktur Lembaga

Benyamin Azkin, sebagaimana dikutip dalam Mariaidaatndrati,
menjelaskan perbedaan antara pembentukan normanhukblik dengan
pembentukan norma hukum privat, yakni sebagai befik

Pembentukan norma-norma hukum publik berbeda dengan

pembentukan norma-norma hukum privat. Norma hukum

publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara ataebdit
juga suprastruktur, sehingga dalam hal ini terljpis bahwa
norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga-s&ab
negara ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggipdaa
norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakan ata
disebut juga infrastruktur.

Oleh karena norma hukum publik dibentuk oleh legaba
lembaga negara, maka dalam pembentukannya harakukiin
secara hati-hati, sebab norma hukum publik harpstdamemenuhi
kehendak serta keinginan masyarakat, berbeda dgegabentukan
norma hukum privat.

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompekiapa

dalam hierarki norma hukum negara adal8taatsfundamentalnorm”

atau disebut juga norma fundamental negara. Nororadaimental

> Azkin, Benyamin, Law State and International Legal Order Essays in Honaf
Kelsen Knoxville, The University of Tennesse Press, 196dl. 3-5, dalam Maria Farida
Indrati, lImu...,Op.cit,hal. 43



50

negara’® yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negaira
merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu agramg lebih tinggi
tetapi bersifat “pre-supposed” atau ditetapkan terlebih dahulu oleh
masyarakat dalam suatu negara dan merupakan noamg myenjadi
tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawah8galangkan
menurut Hans Nawiasky; isi daristaatsfundamentalnorgakni adalah:

Norma yang merupakan dasar bagi pembentukan kasistit

atau undang-undang dasar dari suatu negara, tdemasona

pengubahannya. Di dalam suatu negara, norma dasar
merupakan landasan dasar filosofis yang mengankaiadgh-
kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.

Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara mkaupa
kelompok norma hukum di bawah norma fundamentahrzegNorma-
norma dari aturan dasar negara/aturan pokok neg@ranerupakan
aturan-aturan dasar yang masih bersifat pokok darupakan aturan-
aturan umum yang masih bersifat garis besar, sghintasih merupakan
norma hukum tunggal. Di negara Indonesia, aturesardaegara atau
aturan pokok negara tertuang dalam pasal-pasal M&D Tahun 1945
serta di dalam hukum dasar tidak tertulis yangngedisebutkan dengan
Konvensi Ketatanegaraaan. Aturan Dasar Negara Atatan Pokok
Negara merupakan landasan bagi pembentukan unaeiagaL

Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawaraatdasar

negara atau aturan pokok negara addtaimelle gezeztatau secara

3 Pertama kali diterjemahkan oleh Notonegoro daladatpnya pada Dies Natalies
Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1@5%y kemudian disebut sebagai Norma
Fundamental negara oleh Hamid Attamimi dalam daskrya

" Joeniarto,Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Cetakan &-1, Bina Aksara,
Jakarta, 1982, him 6
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harfiah diterjemahkan dengan undang-undah§lorma-norma dalam
suatu undang-undang sudah merupakan norma hukugnlsfaih konkret

dan terinci serta dapat langsung berlaku di dalamsyarakat. Norma-
norma hukum dalam undang-undang tidak saja normaurhuyang

sifatnya tunggal tetapi juga bisa berupa norma-morukum yang
berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekdinggemnping norma
hukum primernya. Dengan demikian, dalam suatu updendlang sudah
dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sabksi, sanksi berupa
sanki pidana maupun sanksi pemaksa. Selain ituangidndang juga
berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya karemang-undang
merupakan suatu norma hukum yang selalu dibeneik sliatu lembaga
legislatif.

Norma-norma yang terdapat dalam hukum dasar dapdaki
sebagaimana mestinya jika norma-norma hukum tergebabih dahulu
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dimaeraturan
perundang-undangan norma hukumnya bersifat umum rdengikat

seluruh warga negaranya.

S Maria Farida IndratiOp.cit him 51

® Maria Farida Indrati,/imu Perundang-undangan (Gesetzgebungslehredlan Teori
Perundang-undangan(Gesetzgebungstheorie§erta Pengajarannya di Fakultas Hukum
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, him 68
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Norma Fundamental
Negarabtaatsfundamentalnorm
(Pancasila)

Aturan Dasar Negara/ Aturan
Pokok Negara

Undang-Undang

——
———
—l
—_—

Peraturan Pelaksana

Gambar 4.1 Struktur Norma Hukum di Indonesia
3. Pelaksanaan Norma Hukum dan Konflik Norma Hukum
Suatu norma dikatakan berlaku karena norma mempuaya laku
atau validitas dan keabsahan. Daya laku norma tikerieh norma yang
lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang meinkaya. Dalam
pelaksanannya, berlakunya suatu norma karena addaya laku
(validity) dihadapkan pula pada daya gufefficiency) dari norma
tersebut.’ Hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yangdataberdaya
laku itu berdaya guna secara efektif atau tidaky atengan kata lain
apakah suatu norma tersebut ditaati atau tidaktuSmarma yang
validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu reoryang lebih tinggi
disebut norma dasgbasic norm) Validitas semua norma dapat dilacak
pada satu atau beberapa norma dasar yang membsuik sistem

norma atau aturan. Norma dasar ini membentuk dealiges menjadi

7’ Maria Farida IndratiQp.cit, hal. 39
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sumber utama dan bersama suatu ikatan antaraasearma-norma
yang berbeda yang menjadi isi dari atuffan.

Suatu norma yang valid harus memenuhi kon#iertama, harus
merupakan bagian dari suatu sistem norma Idedua, sistem norma
tersebut harus berlaku secara efektif. Konsep it@tidnorma dapat
dipahami dengan mempelajari empat arti yang diberiloleh Hans
Kelsen, yaitu"

a) Suatu norma eksis dengan kekuatan mengikat

b) Norma partiluker tersebut dapat diidentifikasi ghdagian dari

suatu tata hukurflegal order)yang berlakyeffacious)

c) Suatu norma dikondisikan oleh norma lain yang lebtitggi

dalam hierarki norma

d) Suatu norma yang dijustifikasi kesesuaiannya dengarma

dasar.

Suatu norma yang mengatur pembuatan norma lain aladal
dilaksanakan dalam pembuatan norma lain tersel@mbBRatan hukum
(law-creating) adalah selalu merupakan pelaksanaan huk(aw-
applying) Pengklasifikasian tindakan hukum sebagai tindgl@mbuatan
hukum dan tindakan pelaksanaan hukum adalah sesalahan. Hal ini
dikarenakan, idealnya pembuatan hukum dan pelaieahnakum terjadi
dalam waktu yang sama. Pembuatan norma hukum adsilaitu
pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi dan pat@an norma hukum

yang lebih tinggi normalnya adalah pembuatan smamma yang lebih

" Kelsen, HansGeneral Theory of Lawtranslated by Andreas Werdberg, Russel and
Russel, New York, 1961 dalam Jimmly Asshidiqqie t&rAli Safa’at Op.cit,hlm 86
9 Ibid, him 98
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rendah. Legislasi adalah proses pembuatan hukunurotekonstitusi
sehingga juga merupakan pelaksanaan huklumroses legislasi pertama
dapat dilihat sebagai suatu pelaksanaan norma.dasagan demikian,
aktivitas hukum selalu melibatkan pembuatan daakselan dari norma
hukum itu sendiri.

Kelsen menjelaskan dalam pembuatan norma hukunt dapatukan
dengan dua cara yaittt :

Pertama,organ dan prosedur yang akan membuat norma yang
lebih rendah; darKedua,isi dari norma yang lebih rendah. Norma
yang lebih tinggi paling tidak harus menentukanaargyang akan
membuat norma yang lebih rendah. Suatu pembuatanangang
tidak ditentukan sama sekali oleh norma lain tidakat menjadi
bagian dari tata hukum. Maka fungsi pembuatan ndranas disebut
sebagai fungsi pelaksanaan norma walaupun hangzeelpersonal
yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.

Masalah konflik antara norma yang lebih tinggi damgorma yang
lebih rendah dapat terjadi dalam hubungan antanstitosi dan undang-
undang yakni masalah undang-undang yang tidaktikesisnal atau
unconstitusional statute Undang-undang adalah valid apabila sesuai
dengan konstitusi dan tidak valid jika bertentanglEmgan konstitusi.
Satu-satunya alasan untuk validitas suatu undadgagadalah karena
telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh kaestNorma hukum
dapat diterapkan bukan hanya dalam pengertian bah@rana ini
dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh suljjetainkan juga dengan
pengertian bahwa norma hukum membentuk dasar pEentigan nilai

spesifik yang mengklasifikasikan perbuatan orgagaree atau perbuatan

subjek sebagai yang berdasarkan hukum atau bergamtalengan hukum.

8 Kelsen, HansOp.Cit, him 108
81 Kelsen, HansGeneral Theory...Op.cit, him 108-109
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Pertimbangan-pertimbangan nilai lainnya berkenaangdn hukum itu
sendiri, atau dengan aktivitas para individu yangmbuat hukunf?
Pertimbangan-pertimbangan ini akan menilai apaldivias pembuat
undang-undang atau produk aktivitas yang diwujudkaam hukum
tersebut adil atau justru sebaliknya.

Dalam negara hukum, pengaturan secara normatddaghpersoalan
yang muncul adalah sebuah hal yang tidak bisa itaidegitu saja. Hal
tersebut timbul karena adanya pemahaman bahwa asggagkauan
kekuasaan yang berada dalam lingkungan suprastrd&tu infrastruktur
politik sedapat mungkin berpuncak dan bersumben #atentuan-
ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Leon Duguit seorang sarjana Perancis terkemuka apern
mengungkapkan suatu pemikiran yang ditulisnya palkan 1917. Duguit
mengatakaf®

“..bahwa sesungguhnya upaya tidak kenal lelah dakitrin

judicial di Perancis yang berkembang dari tahun9liBgga

saat ini adalah untuk menemukan landasan yuridig yapat

dalam membatasi hukum kekuasaan negara yang kemudia

menentukan sanksi. Konsep itu sendiri bermacam-mag&an

tetapi pada akhirnya pandangan ini selalu saja fikemi

kesamaan yang gunanya membuktikan bahwa kekuasganan

itu sebenarnya harus dibatasi dan dapat ditentuddksem

pemberlakuan prinsip jufdlyang superior atas negara. Apabila

dalam suatu negara tidak berlaku prinsip jural yanogerior
terhadap negara dengan cara melarang berbuat \sesizat

memerintahkan untuk melaksanakan suatu hal, bexegtira itu
sebenarnya tidak ada hukum publik. Sejak tidak ajgad

82 Kelsen Hans, General Theory of Law translated by Andreas Werdberg, Russel and
Russel, New York, 1961, him 45-46 dalam Ahmad @yah Peradilan Konstitusi (Suatu
Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Melanisme Penyelesaian Sengketa
Normatif), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, him 69

% bid, him 77

84 Berkaitan dengan hak positif atau alamiah atautriioklari hak-hak dan kewajiban-
kewajiban. Jural dapat juga diartikan sebagai ilhukum (yurisprudensi), juristik dan
jurisdiksi, Black Law Dictionary, Abriged S. Edisonim 594
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tindakan yang dapat ditempuh untuk menolak tindakegara
yang secara teleologis akan bertentangan dengamtiuk

Berdasarkan pendapat di atas secara konseptuat dapenuskan
bahwa penyelesaian konflik norma hukum adalah #&moxlengan
pembatasan kekuasaan negara. Penyelesaian kooftikarhukum dapat
diselesaikan melalui mekanisme pengujian hukum olatlan Peradilan
Konstitusi yang mana di Indonesia, wewenang tetselimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi. Konstitusi menetapkan suatia dartentu yang
harus ditaati di dalam pembuatan peraturan pergadadangan yang
berkaitan dengan substansinya, maka konstitusimakan kemungkinan
bahwa suatu saat mungkin menunjuk organ yang haamutus apakah
ketentuan-ketentuan yang mengatur fungsi legigisiah ditaati.

Kondisi yang demikian menjadikan mekanisme pengujiadang-
undang sebagai upaya maksimal dalam mempertegagllaah negara
hukum dengan segala kompleksitas normatifnya. Dergda lain, jika
terdapat persengketaan internal antara norma-nbukiam, maka konflik
norma tersebut harus segera diselesaikan berdasatkdang-Undang
Dasar yang diselenggarakan oleh badan peradilalanDhal ini, badan
peradilan yang ada di Indonesia untuk mengatasalaasengketa norma
hukum antara undang-undang dan UUD NRI Tahun 19d8&lah
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4. Objek Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undag Dasar

Perkembangan konsépetsingrechibleh lembaga peradilan terjadi di
berbagai belahan dunidoetsingrechtoleh lembaga peradilagudicial

review) bahkan terus menyusup ke belahan dunia ketigaada negara-



57

negara terimbas memberikan kewenangan tersebutd&efmmbaga-
lembaga peradilannny&® Kewenangan tersebut juga mengalami
perkembangan dalam pelaksanaannya.

Jimmly Asshidiqgie membagi dua jenigidicial review yaitu
concreate norm reviewan abtract norm review® Concert norm review
tersebut dapat berupa: (a) pengujian terhadap ndwnérit terhadap
keputusan-keputusan yang bersifat administrétiéschikking) seperti
dalam Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) ; (b) pemgugrhadap
norma konkret dalam jenjang peradilan umum, seperigujian putusan
peradilan tingkat pertama oleh peradilan bandingngpjian putusan
peradilan banding oleh peradilan kasasi serta pemgputusan peradilan
kasasi oleh Mahkamah AgufigSedangkarabstract norm reviewyaitu
kewenangan pengujian produk perundang-undangan ryemgadi tugas
dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yangnsfiirasi dari
putusan John Marshall dalam kasus Marbury vs MaddioAmerika.
Sebagai dari kewenangabstract norm reviewini masih diserahkan
kepada Mahkamah Republik Indonesia berupa kewenapgagujian
produk perundang-undangan di bawah undang-untfang.

Pengertian hak mengujitoetsingrecht) sering dirancukan dengan
istilah judicial review Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang

berbeda meskipun secara substansi memiliki kesamgaitu

8 Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Faksl Hukum Universitas Andalas,
Perkembangan Pengujian Perundangundangan di Mahkanta Konstitusi (Dari Berpikir
Hukum Kontekstual Ke Hukum Progresif), Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakartd(2@Im 4

8 Jimmly AsshidiggiePokok- pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refmasi,

PT. Bhuana limu Populer (BIP), Jakarta, him 590
¥ bid

% |bid
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perlindungan hak-hak konstitusional warga negaeca®& umum, hak
menguji (toetsingrecht)lebih luas darijudicial review. Hak menguiji
(toetsingrecht)merupakan hak menguji peraturan perundang-undangan
yang diberikan baik kepada kekuasaan yudikatif,ukekan legislatif,
maupun kekuasaan eksekuftf.Hak menguiji (toetsingrecht) tersebut
didasarkan pada organ pengujinya. Hak mer{¢pgtsingrechtperaturan
perundang-undangan yang diberikan kepada kekudsgeshatif disebut
legislative review Hak menguji (toetsingrecht)peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada lembaga eksekisgbdt executive
review Hak menguiji(toetsingrechtperaturan perundang-undangan yang
diberikan kepada lembaga yudikatif diseludicial review. Perbedaan
ketiga model pengujian peraturan perundang-undangaalalui
mekanismelegislative review, executive reviewlan judicial review
tersebut terletak pada lembaga yang melakukan jiangfi

Perbedaan pengujian perundang-undangan juga telg@amn tataran
terminologi dan pendekatan tradisi hukum. Secamit®logi, istilah hak
menguji (toetsingrechtmuncul di Belanda dan dikenal di negara-negara
penganut sistem hukuntivil law. Sedangkan pada negara-negara
penganut sisteranglo-saxomataucommon layistilah yang berkembang
adalah judicial review dan constitusional review Namun dalam
perkembangannya, istilghdicial reviewdan constitustional reviewuga

digunakan di negara-negarail law sepertiJerman dan Perancis.

8 |mam Soebechijudicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, 2012, him 182

% Jimmly Asshidiqgie,Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Konstitusi Press
(KonPress), Jakarta, 2006, him. 1- 2
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Antara judicial review dan constitutional reviewjuga terdapat
perbedaan. Secara substansiglidicial review lebih luas dari
constitutional reviewkarenaconstitutional reviewbagian darijudicial
review Jika dilihat dari organ pengujinyagnstitutional revievebih luas
dari judicial review karenaconstitutional reviewselain dilakukan oleh
kekuasaan kehakiman melalpidicial review juga dilakukan melalui

legislative reviewBerikut adalah tabel perbedaan antara ketigahya:

Hak menguiji — Organ P_engu'i .
(toetsingrecht) Judlglal Leglslatlve Execgtlve
Review Review Review
UU Terhadap
Q UUD (constitutional Berwenang Berwenang -
& review)
2 Peraturar
2 Perundang-undangan
7 N ol Berwenang Berwenang Berwenan
terhadap UU
Uii%gl&ssga::t Berwenang = Berwenang

Gambar 4.2 Hak Menguji (toetsingrecht)dilihat dari substansi
dan organ pengujinya
Jenis review dapat dibedakan beradasarkan objelg yainji.

Pembagian objekudicial review tidak jauh berbeda dengan pembagian
pengujian produk hukum secara umupoetsingrecht)yaitu formele
toetsingrechtlanmateriele toetsingreclit Oleh karena itu, dalajndicial
review terdapat pula jenigormil judicial review dan materiil judicial
review Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum juga teraat@ra kaidah

formil dan kaidah materiil yang menurut Jimmly Aisbbie paralel

L Imam SoebechOp.cit, him 183
92 Sri SoematriQp.cit, him 5- 6
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dengan pembedaan antara hukum materiil dan hukumilfoHukum
materiil atausubstantive lawmangatur mengenai substansi normanya,
sedangkan hukum formil ataprocedural law mengatur mengenai
prosedur penegakan norma hukum materiifittierhadap uji materiil, Sri
Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujiaatiat adalah suatu
wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilaiakagh suatu
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atdaentsngan dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakafitu kekuasaan
tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan terten

Oleh karena itu, objek pengujian undang-und@urgp terbagi dua,
yaitu pertama, objek yang berupa isi yakni bunysgbgpasal dari sebuah
peraturan perundang-undangémateriele law)dan kedua, objek yang
berupa prosedur pembentukan peraturan perundaragigad (formal
law). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkarenjadap dua
objek tersebut, objek materill maupun objek formibka yang harus
dibuktikan oleh hakim semestinya adalah objek fowyai terlebih
dahulu®® Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jidajek
formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraty@rundang-
undangan telah bertentangan dengan aturan yan batggi maka

otomatis seluruh ketentuan peraturan perundangngada (termasuk

% Jimmly AsshidiggiePokok-pokok Hukum.....Op. cit, him 579

% Sri SoemantriQp.cit, hal. 8

% Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Faksl Hukum Universitas Andalas,
Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamh Konstitusi (Dari Berpikir
Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, him 7
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objek materiil) tersebut dianggap telah bertentandangan peraturan
hukum yang lebih tinggi®

Perkara pengujian undang-undang terhadap Undangsgndasar
terkait dengan isi atau materi dari undang-undangendiri apakah dapat
dikatakan konstitusional atau inkonstutisional radnjsatu topik yang
menarik. Hal ini didasarkan oleh pandangan bahwa &aja suatu norma
yang tertulis dalam undang-undang sudah baik, nadalam praktik
penerapan norma atau ketentuan dalam suatu undaaga tersebut
tidak tepat atau tidak baik sehingga muncul kerugiang harus diderita
oleh sebagain masyarakat. Ahmad Sodiki memberikamigalan singkat
mengenai hal tersebut dalam Putusan Nomor 05/PLR022 bahwa:

“Filosofi Indonesia adalah Pancasila, tetapi banyakktik

korupsi dalam masyrakat yang tidak sesuai dengacalda,

apakah dengan hal ini Pancasilanya harus digamifo@ lain
adalah, Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “éfent
menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presideika
menteri-menteri yang diangkat tersebut ternyatamkgirbagus
prestasinya apakah Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 gdoagalkan

atau menterinya yang harus diganti.” Jelas rumysesal yang

baik tidak selalu diikuti dengan praktik yang baik.

Dasar dalam melakukan pengujian materi undangamdalam hal
ini adalah pertimbangan seorang hakim untuk memiggagalan untuk
menjalankan tugas yang didasarkan perintah temduli&ng-undang dasar
maupun peraturan perundang-undangan yang tefikdal yang dapat

dijadikan contoh adalah pada pengujian UU APBN d&itrkdengan

anggaran pendidikan, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI THhahi945

96 |thi
Ibid
97 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Perkara Nomor OB/#X/2012, him 202
% Jimmly Asshidiqgie, Perihal Undang-Undang http:/jimly.com-perihal-undang-
undang.pdfonline), diakses tanggal 19 Desember 2013, high 15
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menentukan bahwa “negara memprioritaskan anggarandigikan
sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pergagan belanja dan
belanja negara serta dari anggaran pendapataneafanjebdaerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan ndsichka pejabat
pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menjatapkrintah tersebut,
berarti peraturan yang dibuat mengenai hal tersgbhgal menjalankan
tugas yang ditentukan berdasarkan peraturan trtuli
5. Objek Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undag Dasar
dalam Perkara Nomor 05/PUU-X/2012
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pa&alayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 bahwa wewenang Mahkamah Korsstédalah
melakukan pengujian undang-undang terhadap undad@nag dasar
yang mana putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifia sehingga
tidak diperkenankan adanya upaya hukum terhadaps@utMahkamah
Konstitusi. Redaksional dalam Pasal 24C ayat (Ijsktusi Indonesia
telah tegas dan jelas menyebutkan bahwa objek vapat diajukan
permohonan dan diadakan persidangan di Mahkamalstikiesi adalah
undang-undang. Sedangkan peraturan perundang-uardatig bawah
undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agurgk u
melakukan pengujian.
Dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 05/R{AQ42
permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah pangpada Pasal
50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ment3istem

Pendidikan Nasional yang bunyinya adalah:
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“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyeleskmar
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada asemu
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satua
pendidikan yang bertaraf internasional”
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebutladal
a) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
b) Menyelenggarakan
c) Sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada asemu
jenjang pendidikan
d) Untuk dikembangkan menjadi
e) Satuan pendidikan yang bertaraf internasional
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas tersepatliikan
sebagai objek pengujian dalaponstitutional reviewdi Mahkamah
Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan 8lBDTahun 1945.
Adanya pasal tersebut melegitimasi adanya RintSakolah Bertaraf
Internasional (RSBI) yang pada perkembangannyayaénkeberadaan
RSBI ini dirasakan oleh masayarakat bertentangargaie semangat
mencerdasakan kehidupan bangsa dan menjadikan dperditidak
dapat diraih oleh semua kalangan masyarakat sechradan merata.
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menurut para pematianggap
bertentangan dengan konstitusi karena beberagzeliklt ini:
a) Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidapgsa
b) Bertentangan dengan kewajiban negara mencerdasakan
kehidupan bangsa

c) Menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan dohesia
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d) Merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, hkare
pendidikan yang bermutu dan berkualitas hanya daipé&mati
oleh kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi yamgpi

e) Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam duni
pendidikan

f) Menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang bealsa
Indonesia

Permohonan pengujian perkara Nomor 05/PUU-X/2012anya
diajukan oleh orang tua wali murid yang putra gtatrinya bersekolah
di sekolah yang menerapkan sistem RSBI. Pemohaitd yAndi Akbar
Fitriya yang merupakan orang tua dari Al Zufarasytelah dirugikan
hak konstitusionalnya karena meskipun tinggal habggarak kurang
lebih 500 meter dari SDN Menteng 02 Jakarta yarajdoeat di Jalan
Tegal Nomor 10 Jakarta Pusat yang menerapkan siR®Bi, namun
tidak dapat bersekolah di sekolah tersebut karemashl dari keluarga
yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, Ipayalidikan, dan
biaya lain yang diterapkan oleh pihak sekolah tersé’

Pemohon Il yaitu Nadia Maskurina yang merupakamgrtaia wali
murid dari Nabilah, siswi SMPN 1 RSBI Jakarta, Wzsdli dan Naurah
Hanani yang keduanya bersekolah di SDN 02 RSBI &fenyang telah
dirugikan hak konstitusionalnya karena tingginyayhi pendidikan di
sekolah yang menerapkan sistem RSBI. Pemohon Setragg tua wali

murid harus mengeluarkan biaya sebesar Rp600.0fk Bumbangan

% pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/201& h2
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Rutin Bulanan dan Sumbangan Peserta Didik Baru BjP&ebesar
Rp7.000.000,00. Adanya kebijakan sumbangan tersetbak pernah
disampaikan atau ada pemberitahuan dari pihak @ekealpada pemohon
maupun kepada orang tua lainnya. Biaya atau surabapgndidikan di
Sekolah dengan sistem RSBI dinilai memberatkan pemt°

Pemohon Ill yakni Milang Tauhida yang merupakaangrtua dari
Muhammad Aufa yang telah dirugikan hak konstitualopa karena
adanya perlakuan diskriminatif atau kastanisasgyaditerima anaknya
yang bersekolah di SMPN 1 RSBI Jakarta. Meskipursdd®lah di
sekolah di sekolah dengan label RSBI, namun faktgritak sekolah
membagi kelas menjadi kelas reguler maupun kelaBl.RBerlakuan
yang diterima oleh kelas reguler seringkali berbdeiagan kelas RSBI.
Anak pemohon yang berada di kelas reguler seringkahgeluhkarair
conditioner (AC) yang sering mati, penempatan guru yang kurang
berkualitas dan tidak memberikan semangat bagidvmdridnya. Hal
ini berbeda dengan kelas RSBI yang AC selalu mangiah diajarkan
oleh guru-guru yang berkualitas.

Pemohon juga mendatangkan bebarapa saksi yangrnidagetujui
adanya sistem RSBI dalam dunia pendidikan di Insiané&alah satunya
adalah Heru Narsono yang menyekolahkan anakany&DOdi IKIP
Rawamangun Jakarta. Sekolah tersebut melaksaneteam sRSBI pada
tahun 2007. Satu setengah bulan setelah penerepam RSBI tersebut,

orang tua wali murid dimintai kesediaan diri untolembayar uang

1001 hid
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masuk sebesar Rp6.200.000 dengan SPP sebesar GQf160. per
bulan. Orang tua wali murid termasuk saksi pemaomenasa keberatan
dengan hal tersebut. Akibat dari keberatan tersahutai timbul
intimidasi yang terjadi terhadap peserta didik siepaisalnya timbulnya
ejekan-ejekan oleh teman-teman sekelas karena bmlembayar uang
sekolah, rapor hasil belajar siswa harus ditahdebid dahulu karena
belum terlunasinya uang sekolah, pengumuman dadtsarta didik yang
belum membayar uang sekolah dan diumumkan melakitask
peringatan yang ditempelkan pada lokasi-lokasitesgia di lingkungan
sekolah seperti di depan gerbang sekolah dan danddgelas yang
akhirnya membuat siswa merasa malu dan tidak nyabeaada di
lingkungan sekolah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan praktik-praktiang
terselenggara dalam sistem RSBI berdasarkan Pésayat (3) UU
Sisdiknas. Berdasarkan praktik pelaksanaan tersejelas bahwa
pendidikan melalui sistem RSBI bertentangan dendgd® NRI Tahun
1945. Objek yang dijadikan pengujian dalam perk@raebut adalah
benar merupakan pengujian berdasarkan praktik get@an norma
dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Mengutip gamikiran Hans
Kelsen bahwa pembuatan norma hukum adalah suatkspslaan dari
norma yang lebih tinggi dan pelaksanaan norma hukamg lebih tinggi
normalnya adalah pembuatan suatu norma yang lebithah. Legislasi

adalah proses pembuatan hukum menurut Kkonstitusngga juga
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merupakan pelaksanaan hukum. Proses legislasingertmpat dilihat
sebagai suatu pelaksanaan norma d45ar.

Dissenting opinionyang disampaikan oleh Wakil Mahkamah
Konstitusi, Ahmad Sodiki yang memiliki pendapat Wwahyang diujikan
dalam perkara ini adalah pengujian mengenai pradiaksanaan norma,
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk malan pengujian
tersebut karena suatu pembuatan norma merupakanm gelaksanaan
dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lelitydi merupakan
dasar pembuatan norma yang lebih rendah. Apahitarapelaksana dari
sistem RSBI yang menjadi konflik norma dalam peskaengujian
tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah peratypeaiaksana lahir
melalui norma yang lebih tinggi yang ada dalam mgeandang.

Selain itu, perkembangan pengujian undang-undadg phkamah
Konstitusi menganut hukum progrég?fyakni sebuah konsep yang tidak
terkukung kepada konsep undang-undang semata, i tgiaga
memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyardkengutip dari
pendapat Mahfud MD bahwa Mahkamah Konstitusi tidsdkedar

peradilan yang hanya menjadi corong sebuah undadang®®

101 Kelsen, Hans,General Theory of Law dalam Jimmly Asshidiqgie dan M. Ali Safa’at,
Op.Cit,him 108

192 pisampaikan oleh Mahfud MD dalam Pidato Rapat &&vjKR| pada tanggal 22-24
Januari 2010, dikutip dari Penelitian Pusat Studingtitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum
Universitas AndalagQp.cit him 2

1%9bid
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Maruarar Siahaan, mantan anggota hakim MahkamabhstKisi
memberikan pandangan tentadgsenting opinionterkait pengujian
undang-undang. Beliau menyatakan baffta:

Perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusmaela

lima tahun kemudian menemukan bahwa sebenarnydetari

undang-undang atau norma yang diuji sesungguhnya
maknanya tidak dapat dianggap bertentangan dengdand-

Undang Dasar. Hanya jikalau norma tersebut ditadsirlain

dari pada yang ditafsirkan oleh hakim Mahkamah Kiars,

atau kalau syarat-syarat tertentu yang harus diperaru

undang-undang tersebut dapat dikatakan konstitalkion

Sebaliknya, jika syarat-syarat yang disebut tidaipenuhi,

maka undang-undang demikian menjadi inkonstitusiciemis

putusan ini dikenal dengan kategoriconditionally
constitutional atau conditionally unconstitutional Syarat-

Ssyarat itu sesungguhnya hanya dapat dilihat dalam

pelaksanaannya, baik melalui peraturan pelaksan@apun

interpretasi yang menghasilkan kebijakan tertergngylahir

dari undang-undang yang diuji tersebut

Dissenting opiniorPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-
X/2012 yang disampaikan oleh Hakim Ahmad Sodikigjugenyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikanafgiesn
terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, tanpashaembatalkan isi
dari ketentuan pasal yang diujikan tersebut. Narkaputusan majelis
hakim pada saat persidangan mengabulkan untuk ukekah
permohonan pemohon. Dalam memberikan putusan tashadatu
perkara yang dipersidangkan, seorang hakim akan bexdan
pertimbangan hukum, tidak terkecuali dalam pergjdanpengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Perkara gemwndang-
undang Nomor 05/PUU-X/2012 sebelum memberikan jputusiga

terdapat beberapa pertimbangan hukum, yaitu demyar

104 Maruarar Siahaat)ndang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang HidupSekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Rixpmolonesia, Jakarta, 2008, him 43
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1) Kewenangan Mahkamah

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Zauii&2003
tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang NomoFahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomdaB@n 2004
Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebuigda UU MK)
dan juga Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undangu&saan
Kehakiman menyebutkan bahwa salah satu kewenavigakamah
adalah mengadili pada tingkat pertama dan teraidng putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhaddpgD NRI
Tahun 1945. Dalam hal ini, pengujian undang-undayang
dimohonkan oleh pemohon adalah Undang-Undang Siaslik
khususnya Pasal 50 ayat (3) yang mana ketentuamdzdsal tersebut
menimbulkan adanya pelanggaran hak warga negaraik unt
mendapatkan pendidikan secara adil, merata, darkudléas
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstBesdasarkan
alasan tersebut kemudian Mahkamah memiliki wewenangik
mengadili permohonan pemohon.

2) Kedudukan HukunfLegal StandingPemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkama
Konstitusi (UU MK) berikut penjelasannya, yang dapertindak
sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Untaathgdap

UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggkadia/atau
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kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oletalkenya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian, yaftu:

a) Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompo
orang yang mempunyai kepentingan satfi@)alam hal ini,
sudah jelas bahwa pemohon yang mengajukan permohona
adalah WNI yang telah memiliki kecakapan untuk rkekan
perbuatan hukum

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masip tatu
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan priegigr&
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam ugdan
undang

c) Badan hukum publik atau privat

d) Lembaga negara

Selain itu, pemohon juga harus menguraikan seetsa fentang hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diatland Pasal 51 ayat
(2) UU MK yang berbunyi:

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam

permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1

Terkait dengan penguraian secara jelas tentang dwakatau

kewenangan konstitusional, melalui Putusan Nom6/®0U-11/2005°"

tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUWBR7Z%

195 pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 TahuB &&tang Mahkamah Konstitusi

1% pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor &6uf 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

197 pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgreamerintahan Daerah

198 pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 196iang Penetapan Luas Tanah
Pertanian
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tertanggal 20 September 2007 telah berpendirianwé®aterugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimanésiitalalam Pasal

51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemoyang
diberikan oleh UUD 1945;

Hak yang diberikan konstitusi dalam hal ini adatek untuk
memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 3&t @) UUD
NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatka_n kualitas hidupnya dan demi kesejaaitera
umat manusia.

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebul g@emohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undangngya
dimohonkan pengujian;

Pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan gienaer
pendidikan yang telah dijamin oleh konstitusi, dal&al ini oleh
pemohon dianggap terlanggar karena keberlakuan B@sayat (3)
UU Sisdiknas yang mana pasal tersebut memerintapkarerintah
dan/atau pemerintah daeraah untuk membentuk suatiems
pendidikan dengan taraf internasional yaitu RSBIl.alan
pelaksanaannya, sistem RSBI inilah yang menyebabkdanya

diskriminasi, kastanisasi dan tidak terjangkaunyayd@ pendidikan

sehingga dengan keberlakuan undang-undang terstfydapat
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beberapa orang yang merasa dirugikan. Orang-orang girugikan
oleh keberlakukan undang-undang disebut dengan pamo

c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionadelbert harus
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidakmp@tensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan;

Spesifik atau dalam Kamus Besar Bahasa IndonesiBI)K
disebut dengan spesifikasi yang didefinisikan sabgmprnyataan
tentang hal-hal yang khust$ Aktual didefinisikan sebagai suatu
peristiwa yang baru saja terjadi, masih baru danjawie pembicaraan
orang banyak’® Potensial diartikan sebagai mempunyai potensi,
kekuatan, kemampuan, kesanggupan atau daya berleraant*
Kerugian yang diderita oleh para pemohon dalam grarkNomor
05/PUU-X/2012 tersebut bersifat spesifik atau kisugakni kerugian
atas tidak terpenuhinya hak pemerolehan pendidi@cara adil,
bersifat aktual yakni kerugian yang diakibatkarhotenerapan Pasal
50 ayat (3) UU Sisdiknas tersebut menyebabkan addmeybagai
problematika dalam dunia pendidikan seperti adadigkriminasi,
kastanisasi, dan liberalisasi yang menjadi pemaaaorang banyak
karena pendidikan adalah hal yang paling fundarhedtdam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensial yaraksud dalam

hal ini adalah dengan adanya Pasal 50 ayat (3) i9tllkBas tersebut

199 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Onlireiily (Dalam Jaringan)
http://kbbi.web.id/spesifikagonline), diakses tanggal 26 Desember 2013

110 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Onlireiily (Dalam Jaringan)
http://kbbi.web.id/aktual(online),diakses pada tanggal 26 Desember 2013

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Onlireiity (Dalam Jaringan),
http://kbbi.web.id/potensigbnline), diakses tanggal 26 Desember 2013
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mempunyai kekuatan atau potensi menimbulkan alikidat buruk
yang akhirnya harus dialami oleh orang-orang téutebalam kasus
ini, akibat buruk tersebut merupakan suatu kerugrang harus
diderita oleh pemohon.

d) Adanya hubungan sebab akib@ausal verband)antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimamn
pengujian;

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Wohot
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionagudnya Pasal
50 ayat (3). Pasal tersebut merupakan ketentuag ryemerintahkan
kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah omldksanakan
satuan pendidikan dengan taraf internasional. Hgdursebab akibat
yang nampak adalah dengan keberlakuan Pasal 50 (Ayat/U
Sisdiknas tersebut mengakibatkan adanya sistem R&BMm dunia
pendidikan yang pada pelaksaan dan perkembangaterygata
menimbulkan berbagai permasalahan seperti adansiirdinasi,
kastanisasi dan liberalisasi dalam dunia pendidikan

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pesmeam
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitussmperti yang
didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Permohonan yang dimohonkan pada Mahkamah Konstialiam
kasus ini adalah:
Menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas
bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat

(1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pakal
ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan
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Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat
(3) UU Sisdiknas tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.

Dengan petitum sebagaimana disebut diatas, makajaden
dikabulkannya permohonan pemohon, Pasal 50 ay&ily3pisdiknas
yang telah memiliki kekuataan hukum yang tidak nileatgakan
berdampak pada pembubaran sistem RSBI dalam ling&ndidikan
dan kembalinya hak-hak konstitusional baik dari pkom ataupun
orang-orang yang dirugikan oleh keberlakuan PaBahyat (3) UU
Sisdiknas tersebut.

Oleh karenanya, dilihat dari ukuran kerugian yafagrsya langsung,
spesifik, aktual dan potensial, cukup sebagai delsdnkamah Konstitusi
untuk menerima bahwa para pemohon memiliegal standing
mengajukan permohonan perkara Nomor 05/PUU-X/26dsebut. Lima
indikator tersebut di atas yang menjadi rasio latpsl alasan secara logis
dan dapat diterima secara nalar terkait dikabulkanpermohonan
pemohon untuk meniadakan program RSBI dalam sgiaadidikan di
Indonesia. Rasio legis tersebut juga menjadikanggén undang-
undang pada Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanatenbahkan perlu
untuk mengabulkan permohonan pemohon apabila dalatanan
sosiologis, penerapan norma dalam suatu undangigndarnyata

mengancam bahkan merampas hak-hak konstitusiomghwegara yang

telah diatur dalam konstitusi.
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B. Penafsiran Dalam Pengujian Undang-Undang pada Mahkaah

Konstitusi
Pengujian Undang-Undang yang dilakukan dalam spatadilan yang
dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, lazim elig dengan
constitutional reviewdiawali dengan sebuah permohonan dan beraklamdal
suatu putusan. Putusan atas pengujian undang-undangpakan pendapat
tertulis hakim konstitusi tentang perselisihnan fgin@n suatu prinsip yang
ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dikonkretisir adal ketentuan
Undang-Undang sebagai pelaksanaan tujuan bernggag diperintahkan
konstitusi**2
Suatu amar putusan yang mengabulkan suatu permohoergujian
akan menyatakan bahwa suatu pasal, ayat, ataunbdgia Undang-Undang
dan bahkan Undang-Undang secara keseluruhan lzertem dengan UUD
NRI Tahun 1945. Akibat hukumnya adalah Undang-Ugdgmasal, ayat,
ataupun bagian dari Undang-Undang yang diuji tidagi mempunyai
kekuataan hukum mengikat. Dengan demikian beratiwla, putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadikanek&tan norma yang
termuat dalam suatu Undang-Undang dinyatakan batatidak berlaku lagi.
Maruarar Siahaan menuliskan dalam bukunya pada Jahinan
Terwujudnya UUD 1945 Sebagai Konstitusi yang Hithapwa**?
Menjembatani teks konstitusi sebagai produk damaanya yang
merefleksikan nilai, tantangan, dan persoalan yaligadapi
perumusnya di masa lalu, untuk dijadikan pedomaitai, n
pandangan hidup dan dasar bernegara di masa kimgade

persoalan, tantangan dan situasi yang jauh berbedajpakan
dokumen yang hidup melalui tafsiran dan adaptasngde

112 Maruarar Siahaa@p.cit, him 51
113 Maruarar Siahaa@p.cit, him 79
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menemukan makna menurut perkembangan sekarang. Oleh
karenanya untuk memenuhi tuntutan yang demikianimao
konstitusi yang diperlakukan dari UUD NRI Tahun %9gada
masa, tantangan dan kebutuhan zaman kita sekardak,harus
hanya dipahami sebagaimana dipahami dan dimaksugkaa
awalnya ketika para perumus menyusun(g@ginal intent) Hal

yang harus ditemukan tidak selalu makna yang diothksleh

pembentuknya, akan tetapi apa yang menjadi maknag ya

dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendimtuk
menyelesaikan suatu perselisihan hukum yang dilhadap

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, terliha$ jghhwa nilai penting
yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana konstiéusebut dapat hidup
dan berkembang mengikuti perkembangan zaman damtutetn manusia
yang semakin kompleks dengan tetap mempertahanigimal intentnya,
dan salah satu hal yang perlu dilakukan untuk meakonstitusi tersebut
untuk menyelesaikan suatu perselisihan norma adad¢aiyan melakukan
suatu interpretasi dan penafsiran.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memilikiserhbilan) hakim
konstitusi dalam melaksanakan dan mengemban tugasniuk menjadi
gerbang pengawal konstitusi. Hal tersebut jelagididalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkawadstitusi yang
berbunyi “Mahkamah Kontitusi mempunyai 9 (sembilastang anggota
hakim konstitusi yang diterapkan dengan Keputusasiéen”.

Dalam hal memutuskan suatu perkara pengujian uRdadgng,
utamanya dalam memberikan penafsiran dan integiré¢éshadap norma

konstitusi, setiap hakim pasti memiliki pandangasn doenafsiran yang

berbeda-beda. Maruarar Siahaan menjelaskan latjirt lslahwa''*

114 Maruarar Siahaa@p.cit, him 80
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Dalam hal terdapat lebih dari seorang perumus ndiomestitusi
yang sepakat untuk merumuskan suatu norma dendamyaag
sama, akan tetapi tidak berhasil merumuskan s&s dengan
makna kolektif, makariginal intenttersebut mengalami kesukaran
untuk mampu mengkomunikasikamtent yang dimaksudkan dan
dipikirkan. Hakim Agung Amerika Serikat, Justice eBnan
mengemukakan pendapatnya bahtgiékap bersikukuh dengan
original intent adalah merupakan ‘sikap sombong yalibungkus
dengan sikap rendah hatt’> Oleh karena itulah dianjurkan agar
hakim di zaman modern semestinya tidak hanya mengada
sejarah masa penyusunannya, melainkan juga padaralsej
masuknya interpretasi dan apa yang dimaksudkan l@édrkata
dalam teks pada masa kita.

Pendapat diatas mempertegas bahwa penting adaaya istepretasi
dalam dunia pengujian undang-undang sesuai perkegahazaman. Hal ini
dilakukan semata-mata untuk menciptakan suatu hukamg sifatnya
progresif demi terciptanya tujuan hukum yakni ké&adi Metode interpretasi
hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tdaidgk jelas untuk dapat
diterapkan pada peristiwa konki‘é?.lnterpretasi terhadap teks peraturannya
pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itutétaébut yang kemudian
membedakan metode interpretasi hukum dengan métwmusruksi hukum.
Metode konstruksi digunakan dalam hal peraturarmgsnang tidak ada
sehingga terdapat kekosongan hukum atau lebih teEmbut dengan
kekosongan undang-undarfg’ Dalam penulisan skripsi ini hal yang
merupakan fokus penelitian penulis adalah metodwfpgan dikarenakan
pengujian undang-undang adalah peraturannya swtabdia namun tidak

jelas untuk dapat diterapkan dalam peristiwa-pgermstkonkret sehingga

115 David Couzens HoyMaksud dan Hukum: Membela Hermeunitika, dalam
Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktik, Gregy Lench, (ed), Nusamedia , 2008,
dalam Maruarar Siahaa®p.cit, him 80

11 Jazim HamidiHermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, dan Metode Efsir),
Uni¥1e7rsitas Brawijaya Press (UB Press), Malang,1261m 39

Ibid
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hakim dalam persidangan perlu melakukan metodepirgtasi yang tepat dan
sesuai.
Terdapat berbagai cara dalam memberikan penafaiian interpretasi
yang dilakukan oeh hakim dalam suatu peradilamradain adalah:
1) Penafsiran Gramatikaf
Yaitu menafsirkan undang-undang menurut arti peddtatau
istilah. Bahasa merupakan alat satu-satunya yapakai pembuat
undang-undang untuk mneyatakan kehendaknya. Penuingiaing-
undang harus menyatakan kehendaknya secara jetasndmilin
kata-kata yang tepat, namun ada kalanya pembuangnchdang
tidak mampu memaknai kata-kata yang tepat sehidgtem hal ini
hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yangntadipakai
dalam percakapan sehari-hari.
2) Penafsiran Historis
Yaitu menafsirkan undang-undang menurut sejarahriyari
sejarah peraturan perundang-undangan, hakim dagsigetahui
maksud pembuatnya. Terdapat dua macam penafsii@alseyakni
penafsiran menurut sejarah dan sejarah peneta@dn katentuan
perundang-undangah’
3) Penafsiran Sistemik
Yaitu menafsirkan undang-undang menurut sistem yadg

dalam hukum. Pada penafsiran peraturan perundaseyagan selalu

118 yudha Bhakti ArdiwisastraPenafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni,
Cetakan |, Bandung, 2000, him 9

19pid, him 10

120 Mochtar Kusumaatmadj@®engantar llmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000,
him 100
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harus diingat hubungannya dengan peraturan pergngdaangan
lainnya. Penafsiran sistematis tersebut menyebakdiaakata dalam
undang-undang diberi pengertian yang lebih luasi g&ng lebih
sempit daripada pengertiannya dalam kaidah batasabjiasa.

4) Penafsiran Sosiologis/Penafsiran Teleologis

Yaitu menafsirkan undang-undang menurut cara terteehingga
undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuaiadekgadaan
sekarang yang ada di dalam masyardkaPenafsiran ini diawali
dengan penafsiran gramatikal yang kemudian diakkdiengan
penasiran sosiologis. Apabila tidak demikian, kapah yang dibuat
tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hdhalam
masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap peraturduimumempunyai
satu tujuan sosial, yakni membawa kepastian hukaland pergaulan
antara anggota masyarakat.

Melalui penafsiran sosiologis, hakim dapat menyekas adanya
perbedaan atau kesenjangan antara sifat posiiifhd&um dengan
kenyataan hukum sehingga penafsiran sosiologis adergangat
penting.

5) Penafsiran Autentik/Penafsiran Secara R&ESmi

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri meikrber
tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannyi dalam
peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. @&afsimi

dinamakan tafsiran autentik atau tafsiran resmiamahal ini, hakim

21 yydha Bhakti Ardhiwisastrap.cit, him 11
122 |bid
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tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengaa lzan selain
apa yang telah ditentukan penegertiannya di daladang-undang
itu sendiri.

6) Penafsiran Interdisiplin&s®

Yaitu jenis penafsiran yang biasa dilakukan dalamutis analisis
masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu nukDalam hal
ini logika digunakan lebih dari satu cabang ilmium

7) Penafsiran Multidisipliner

Yakni penafsiran yang mengaharuskan seorang hakimku
mempelajari satu atau beberapa disiplin ilmu laanmly luar ilmu
hukum. Dengan kata lain, hakim membutuhkan vesiikdan
bantuan dari disiplin ilmu yang lainny&

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo menyatakan bahwermetasi atau
penafsiran merupakan salah satu metode penemuammhyéing memberi
penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Und@mar ruang
lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengaistiya tertentu.
Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yangsharenuju pada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakajenanperaturan hukum
terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasiadalah sarana atau alat
untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaratemetak pada
kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkiet bukan

kepentingan metode itu sendiff.

123 1bid, him 12

124 pid

125 sudikno Mertokusumo dan A.Pitl@ab-Bab Tentang Penemuan HukumPT. Citra
Aditya Bhakti, Bandung, 1993, him 13 dalam M. Ali af§at,
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Terdapat pandangan yang mengemukakan bahwa panaksinstitusi
atau Undang-Undang Dasar tidaklah sama dengan sp@mahukum pada
umumnya. Bertumpu dari makna “konstitusi” atau “@ngd-Undang Dasar”
di satu sisi dan pengertian “hukum” di sisi laielaslah memang pengertian
“konstitusi” atau ‘Undang-Undang Dasar” itu tidaklaama (analodf® Oleh
karena itu, penafsiran konstitusi atau undang-ugdiasar tidaklah begitu
saja dianalog-kan dengan pengertian penafsiran rhukiika konstitusi
diartikan sebagai undang-undang (dalam hal iniadd&ukum dasar yang
tertulis), maka penafsiran konstitusi atau undamgamg dasar hanyalah
merupakan salah satu bagian saja dari penafsifamrhuPenafsiran hukum
apabila dilihat dari bentuk hukumnya, dapat bermaakuoas, baik itu
penafsiran terhadap hukum yang tertulis maupun mugang tidak tertulis.
Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara peaafskonstitusi atau
penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secarasedarena ketika hakim
menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasiylaamlengan melakukan
penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisaya atau sesuai dengan
rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia kolela penafsiran
terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidatkilie seperti assa-asas
hukum umum yang berada di belakang rumusan normmaanbukum tertulis
itU.127

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Maruaraag®ianenyatakan

bahwa:

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/PeinafsKonstitusi.pdf diakses tanggal 26
Desmber 2013, him 68
128 |bid

27bid, him 69
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Membaca Undang-Undang Dasar tidaklah hanya meplazgl-
pasal dalam batang tubuhnya, tetapi harus melihagepagai satu
kesatuan yag tidak terpisahkan yang terdiri dagaRbule dan
batang tubuh. Disamping melihat pasal-pasal dalarang tubuh ,
hakim juga wajib melihat prinsip-prinsip atau asaas serta nilai-
nilai yang telah dijadikan daar dan ideologi negdan telah
menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bemedgn
bermasyarakat. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yateykandung
dalam dasar negara sebagaimana termuat dalam Rrieandd
samping akan menjadi sumber segala sumber hukunsigpdan
nilai dalam dasar negara tersebut memiliki funggiskyang dapat
digunakan sebagai tolak ukur dalam menguji apaketentuan
perundang-undangan yang menjadi hukum yang berfaldah
sesuai atau bertentangan dengan dasar, asas, ldanilai yang
ada di dalam UUD. Undang-Undang Dasar juga menatapkuan
yang hendak dicapai dalam bernegara dan berbaragga harus
menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang diitasikan
dalam undang-undartg®

Para hakim menggunakan pandangan atau kemampugrdiyaitikinya
berdasarkan pemahaman yang dikuasainya terhadapnhitik sendiri dalam
melakukan suatu penfasiran. Artinya adalah, halakirh sudah pasti
memiliki perbedaan dalam melakukan penafsiran kwuasi terhadap sebuah
perkara tertentu. Walaupun terdapat berbagai macaetode dalam
menafsirkan konstitusi, namun terdapat 5 (lima) sEMmyang menjadi
landasan dalam menafsirkan konstitusi, yaitu:

1) The text and the structure of the constitution

Dalam hal ini yang dimaksud adalah “bunyi” daridmuan di

dalam konstitusi adalah hal yang sangat perlu dagiéan

128 Mahkamah Kontitusi Republik Indonesiutusan Perkara Nomor 006/PUU-1/2003
tentang Komisi Pemberantasan KorupsiDissenting Opinioryang disampaikan oleh Hakim
Maruarar Siahaan, him 109

129 Tim Peneliti Pusako Fakultas Hukum Universitas &ad,Op.cit, him 56
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2) Intentions of those who drofted, voted to propaseyoted to ratify
the provision in questidf’

Maksud dari kalimat diatas adalah dalam menafsirkaatu
konstitusi, hal yang perlu untuk diperhatikan abataaksud dari
dibetuknya konstitusi dan pandangan penyusun teph&dnstitusi
tersebut, tentang bagaimana sejarah pembentukastitkisn dibuat,
serta dalam situasi yang seperti apa konstituselert dibentuk

3) Prior precedents™

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kdsamis
terdahulu yang merupakan vyurisprudensi dalam mekafs
konstitusi terhadap kasus-kasus tertentu yang ldiajudalam
persidangan

4) The social, political, and economic consequencesaltérnative
interpretation$®?

Yaitu hakim dalam memberikan penafsiran terhadapstiwsi
juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yadgpat
mempengaruhi kondisi suatu negara seperti faktsiakgolitik dan
ekonomi

5) Natural law*

Yaitu suatu penafsiran yang dilakukan oleh hakinrusa

bersumber padaatural law atau hukum alamiah yang diarahkan

kepada ketentuan-ketentuan agama, nilai-nilai mgealg dianut

130 hid
131 pid
132 |hid
133 1pid, him 57
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masyarakat. Penafsiran hakim atas konstitusi sgmtilidasari pula
pada pandangan hakim terhadap konstitusi itu Seagiakah hakim
melihat konstitusi tersebut sebatfz living constitutioratau sebagai
the moral constitution.

Terkait dengan hal tersebut diatas, penulis menga&utipan salah satu
pakar sosiologi di Indonesia, Satjipto Rahardjdjabemenuliskan bahwa
“hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya yai@unusia hadir untuk
hukum, dan hukum hadir bukanlah untuk diriny&".

Dari pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa hukiumadalah sesuatu
yang berkembang yang dapat berubah dan diciptakank umemenuhi
kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Hal yamgikilan ini disebut
dengan istilah hukum progresif. Hukum progresifladdaukum yang mampu
memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan [ieetebangsanys>
Pandangan ini bertolak dari sudut pandang yand titlenya memandang
hukum sebagai teks atau dokumen. Lebih lanjut I18gijipto menyatakan
bahwa hukum dalam teks itu diam dan hanya melathyatan perantaraan
manusia, ia menjadi hidup®

Secara yuridis, payung hukum untuk hakim melaky@memuan hukum
yang progresif dalam melakukan interpretasi ataupangambilan suatu
keputusan persidangan dapat dilihat dalam Pasght(d) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 dan juga penjelasan dari pessdbut supaya putusan

134 satdjipto RahardjocSosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Msalah,
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, 18m

135 Mahmud KusumaMenyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradignatik
Bagi Lemahnya Hukum Indonesia Antonylib, Yogyakarta, 2009, him 12

136 satdjipto Rahardjop. cit,him 12
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yang dijatuhkan sesuai dengan nilai-nilai kebenadam rasa keadilan
masyarakat serta dalam rangka mencapai keadiléal.58s

Terhadap norma yang kabur yang mengakibatkan tmyghul
ketidakpastian hukum yang kemudian menyebabkan yadakerugian
konstitusional pemohon, Mahkamah Konstitusi wajib enmberikan
interpretasi atau penafsiran. Sejauh ini, tafsMaikamah Konstitusi terlihat
cenderung memaknai pasal-pasal secara tekstuagedenatikal, tidak jauh
menyentuh tujuan apa yang hendak dicapai dari yraratperundang-
undangan tersebuf® Hal yang menjadi catatan penting adalah dalam
memberikan penafsiran bahwa seperti apa yang da&erp oleh
Rammelink, yakni jika diurutkan berdasarkan prasitinterpretasi, maka
interpretasi teleologis mendapat urutan pertamanukigan disusul oleh
interpretasi historis, lalu kemudian interpretasangatikal hingga yang
terakhir adalah interpretasi sistematfs.

Terkait dengan hal di atas mengenai permasalaltanpiatasi, dalam
perkara pengujian UU Sisdiknas khususnya Pasal y#@ ) tentang
keberadaan sistem RSBI, menurut Satria Dharma,aKearhimpunan Guru
Indonesia menyatakan bahwa redaksinonal dalam Pdbsayat (3) UU

Sisdiknas adalah ambiguita¥® Terdapat frasa “pemerintah dan/atau

137 pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 berbuthgikim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai luldan rasa keadilan dalam masyarakat”.
Sedangkan penjelasannya adalah: “ketentuan ini kdintkan agar putusan hakim sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan masyrakat”.

%8 Merupakan analis putusan Mahkamah Konstitusi Nomerkara 069/PUU-11/2004,
disampaikan oleh Tim Peneliti PUSAKO FH Universifagdalas, Op.cit, him 151

139Eddy O.S HiareijAsas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidam
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, him 8, dalamHémeliti PusakadQp. cit, him 152

140 satria DharmaKritik dan Usulan Perbaikan pada Program Sekolah Betaraf
Internasional  Ditinjau dari UU  Sisdiknas dan Revisi Permendiknas,
http://satriadharma.wordpress.com/xmirpc.fbpline), diakses tanggal 26 Desember 2013
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pemerintah daerah...” yang mana frasa tersebut dagpéikan sebagai makna
alternatif atau kumulatif. Bermakna alternatif mjakupada pemerintah pusat
atau pemerintah daerah, sedangkan bermakna kufmadktiah pemerintah
pusat bersama dengan pemerintah daerah. SatrianBhaga menerangkan
bahwa frasa “satuan pendidikan yang bertaraf iagomal’ tidaklah jelas
apa maksud dan definisiny/. Terjadi penyimpangan definisi di mana pada
awalnya pernyataan dalam UU Sisdiknas adalah merkgpada sebuah
tingkatan kualitas pendidikan yang harus dicapdasgkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 20%btelah berubah makna menjadi sistem
pendidikan internasional yang jelas dan terangeb&ahgan dengan amanat
konstitusi.

Nilai penting interpretasi dalam pengujian konsiibmalitas norma
hukum dalam peraturan perundang-undangan juga pakan oleh Ronald
Dworkin yang menyatakan bahwa:

“The moral reading proposes that we all interpretdaapply these

abstract clauses on the understanding that theykeavmoral

principles about political decency and justiceSa.when some

novel and controversial constitutional issue arispgople who

from opinion must decide how an abstract moral gipte is best
understood”

! Ibid

142 pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Bedfunyi: “Pendidikan bertaraf
internasional adalah pendidikan yang diselenggaradetelah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikgara maju.”

143 Dworkin, Ronald Freedom’'s Law: The Moral Reading of The American
Constitution, Harvard University Press, Cambridge, 19996, hirdd&am Maruarar Siahaan,
Op.cit, him. 596
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C. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujan Undang-
Undang yang Didasarkan Pada Praktik Pelaksanaan Nona
Dissenting opiniondalam Putusan Perkara Nomor 05/PUU-X/2012
tentang pengujian UU Sisdiknas khususnya Pasaly&0 (&) menyebutkan
bahwa putusan Mahkamah untuk mengabulkan keselurgeamohonan
pemohon yang berimplikasi terhadap pembubaran nsisRSBI dinilai
menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut rdikleakan oleh beliau
dengan alasan bahwa dalam putusan-putusan Mahka@istitusi
sebelumnya, Mahkamah pernah menolak permohonan hmemé&arena
perkara yang diangkat ke persidangan pengujianngadadang merupakan
kasus konkret yang bukanlah mempersoalkan konsiitaltas norma.
Putusan-putusan tersebut diantaranya adalah:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009
Dalam Putusan Perkara Nomor 6/PUU-VI1/2009 tentgagignohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tenRewgyiaran
khususnya Pasal 46 ayat (3) huruf C sepanjang man@gesa“yang
memperagakan wujud rokokBunyi pasal tersebut adalah:

Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggun
perasaan dan/atau merendahkan agama lain, idelaliogi
pribadi lain, atau kelompok lain;

b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahanaata

adiktif;
Promosi rokok yang memperagakan wujud/rokok;
. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan mastastan

nilai-nilai agama; dan/atau
e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan be&ds)ri.

oo
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Para pemohon dalam perkara ini adalah Komisi Nasion
Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) yang diwakili oleBeto Mulyadi
dan Arist Merdeka Sirait, Lembaga Perlindungan A@aRA) Provinsi
Jawa Barat yang diwakili oleh dr. Kusnadi sertaopamgan anak
Indonesia yakni Alfie Sekar Nadia dan Faza Ibnugyarasing-masing
berusia 13 tahun dan 17 tahun yang mana keduanyaSama diwakili
oleh kedua orangtuany#’

Alasan dalam permohonan pemohon adalah Pasal 4¢3yauruf C
UU Penyiaran sepanjang frasa “yang memperagakamudwrpkok”
bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 194§ yaenjamin
hak hidup, mempertahankan kelangsungan hidup dhitkgannya*,
Pasal 28C ayat (1), dan juga Pasal 28F ayat (1athmtdndang Dasar.
Selain itu, Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU Penyiatarsebut menjadi
landasan dan dasar hukum dibenarkannya iklan piono&sk pada
lembaga penyiaran sehingga justifikasi atas nore@ebut masih
memperbolehkan promosi rokok walaupun dengan pexw®yma “tidak
memperagakan wujud rokok”. Pemberlakuan norma lhetsepada
akhirnya mendorong atau mengajak khalayak umurmnk tigakecuali
anak dan remaja secara khusus untuk mengkonsurkek rgang
membahayakan kesehatan dan menimbulkan berbagaikiersehingga
dalam hal ini, norma dalam Pasal 46 ayat (3) herldU Penyiaran
sepanjang mengenai frasa “yang memperagakan wuwkadkt yang

memperbolehkan iklan promosi rokok adalah tidakgeatio-logisnya

144 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor Perkara &/RW/2009, him 1-2
145 pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “setiapngréberhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
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dan melanggar hak konstitusional setiap orang tewknanak. Dikatakan

mendorong atau mengajak orang untuk merokok dalahinh adalah

melihat pengertian iklan niaga sebagaimana tentidiam Pasal 1 butir 6

UU Penyiaran yang berbunyi:

“Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersaig disiarkan
melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempik@nos
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan”.

Bahwa dengan demikian maka, siaran iklan niaga psomokok

adalah unuk mempengaruhi konsumen termasuk anakedasja untuk

menggunakan rokok.

Terhadap permohonan pemohon dalam perkara ters#ibaitas,

Mahkamah Konstitusi menolak untuk keseluruhan paonan pemohon

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum antaradsifah:

a)

b)

Frasa yang menjadi dasar permohonan pemohon yajarig“
memperagakan wujud rokokhenurut Mahkamah Konstitusi baik
berdasarkaroriginal intent (maksud awal) ataupun berdasarkan
original meaning(makna awal) mengandung makna bahwa para
pengusaha industri rokok dalam mengiklankan atau
mempromosikan rokok dilarang atau tidak dibenadi@amgan cara
atau bentuk yang memperlihatkan rokok;

Makna frasa‘yang memperagakan wujud rokokimerupakan
justifikasi tetap dibenarkannya menyiarkan iklamrposi rokok
yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang oleh obem
dijadikan dasar permohonan dengan tujuan akhir yaenpdak

dicapai adalah dilarangnya iklan atau promosi rokok
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c) Mahkamah dalam mencermati Pasal 46 ayat (3) hurafquo
termasuk perundang-undangn lainnya tidak pernahempatkan
rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikaas, terlebih
lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan hegiula tidak
pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagailkpro
pertanian yang dilarang. Sehingga rokok adalahykgdng legal
yang terbukti dikenakannya cukai terhadap rokoktdarbakau;

d) Terhadap Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaraargapg frasa
“yang memperagakan wujud rokoKjertentangan dengan Pasal
28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena hak mempérol
manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkant&aahidup
demi kesejahteraan umat manusia dilanggar olelakerya pasal
a quo dan promosi rokok telah mempengaruhi anak danjema
untuk merokok. Mahkamah berpendapat bahwa hak ikasisnal
pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G19ydtJD
NRI Tahun 1945 tidaklah terhalangi atau tidak terbat oleh
promosi rokok melalui lembaga penyiaran. Seandapwarokok
merugikan kesehatan tetapi kerugian yang disebabledmrokok
tidaklah mempunyai hubungan sebab akifedusal verband)
dengan terhalanginya mengembangkan diri melalui epeiman
kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, dampereleh
manfaat dari seni dan budaya;

e) Terkait dengan penayangan iklan rokok yang masihydia

beredar di layar kaca dan yang melanggar aturartggang serta
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melanggar etika sebagaimana dikemukakan oleh pemoho
bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas maor
melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan. Thrlgi, jika
dikaji lebih mendalam, iklan apapun sebenarnya nggjar etika
karena selalu menyampaikan hal-hal yang menggiurkan
konsumen. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor B9nT2003
telah memberikan pembatasan yang sangat ketat gatah
satunya adalah adanya larangan memperagakan vakjokl. r

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolaituku
keseluruhan permohonan Pemohon, terdapat edigsgnting opinion
yang diantaranya disampaikan oleh Hakim Harjono ldakim Ahmad
Sodiki.

Hakim M. Harjono memberikan pendapat yang berbedawh
Mahkamah dihadapkan kepada dua hal yaitu hak ekiodarmprodusen
rokok dengan mata rantai produksinya dan morakiasstitusi yaitu
sebuah kewajiban untuk semaksimal mungkin melakuksaha-usaha
guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak-haék ayang
penegakannya akan mempunyai implikasi terhadamnupegara yang
tertulis dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI51%ahkan
terhadap hak anak, tidak hanya sebatas untuk mangtip melindungi
dan memenuhi, namun juga meningkatkan hak anak adergara
memberikan hak baru yaitu hak-hak yang sebelumey@bada apabila
hal tersebut dipandang diperlukan demi tercapakeyedupan berbangsa

dan bernegara yang lebih baik.
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Apabila adanya larangan iklan rokok di televisi mkaenyebabkan
kerugian hak ekonomi pada pihak tertentu, hal berstdak akan sampai
mematikan sama sekali hak ekonomi baik peroduseéwkrojasa
penyiaran maupun pedangang hingga buruh pabrik krokaalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orand wajiduk atas
pembatasafi®® yang salah satu pembatasan tersebut adalah adanya
pertimbangan moral. Dalam kasaigsjug pertimbangan moral yang dapat
dibenarkan untuk membatasi hak ekonomi produseokrdian hak dari
mereka yang terlibat dalam mata rantai produksokdkhususnya dalam
pelarangan iklan di televisi adalah norma moralgydersumber dari
moralitas konstitusi*’

Selain Hakim M Harjono, Hakim Ahmad Sodiki daladissenting
opinion kasusa quo mengemukakan pendapatnya dari berbagai sudut
pandang terhadap rumusan pasal yang dimohonkanhoentoulai dari
etik promosi rokok dalam masyarakat, tugas negeraatap bahaya
rokok, konstitusi hijau dan tanggung jawab penganmdaanah rakyat.

Redaksional Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ Hlduomengenai promosi
rokok yang dilarang adalah yang memperagakan wrgidk, sehinga
sifat adiktif rokok seakan-akan hilang karena preimga tidak
memperagakan wujud rokok. Hal ini menjadi sulitediha karena

terdapat sifat kontradiktif antara pengertian afliktokok yang

146 pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyitdba menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepadagtesdn yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamgalken serta penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tumyiaag adil sesuai dengan pertimbangan

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertibamum dalam suatu masyarakat

demokratis”.
147 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor Perkara &/RUI/2009, him 300-302
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seharusnya dilarang dan diperbolehkannya promogiokrotanpa
memperagakan wujud rokok sehingga menurut Hakim ahr8odiki
pasal 46 ayat (3) huruf c mengandung ketidakpabtidam.
Pembenaran iklan rokok melalui penafsiran sekterijk atas pasal
46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran yakni melarangmmsi iklan rokok
asalkan tidak menampilkan wujud rokok adalah bérkiri persoalan
rokok yang substantif. Hal demikian dinilai telabemgingkari aspek
moralitas yang terkandung dalam hukum yakni tanggjamvab moral
terhadap para korban penghisap rokok karena terperaleh iklan
rokok. Ketika orang tepaku pada rumusan kata-kdtaatig promosi
rokok yang memperagakan wujud rokok, orang melupakaiusan itu
tidak berada pada ruang hampa. Penyelamatan gesek@sang dan
yang akan datang dari bahaya rokok merupakan bagims Mahkamah
Konstitusi atas dasar pandangan hukum yang futyriskuntabel dan
bertanggung jawab moral bagi kehidupan rakyat yiabgh sejahtera.
Hukum seharusnya menatap ke depan dalam mempentdra
promosi rokok dengan segala akibat ikutannya. Sebatggara
kesejahteraar(welfare state)sudah menjadi kewajiban negara untuk
melindungi warganya yang tidak berdaya terhadaparaao bahaya
merokok karena terpengaruh iklan rokok sebagaimaegara harus
melindungi warga negaranya dari produk-produk makaryang
mengadung formalin, produk yang tidak halal, ko$kneyang

mengadung campuran kimiawi berbahaya, dan lain-lain
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2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VI11/2009
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-\002
tentang pengujian Undang-Undang RI Nomor 1 Tahu#61®tau yang
lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum RraddKUHP)
khususnya Pasal 160 yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisa

menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yapeg d

dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekeras

atau supaya jangan menurut peraturan undang-undsag
perintah yang sah yang diberikan menurut peraturahang-

undang, dihukum penjara selama-lamanya enam takawm a

denda Rp4.500,-.”

Permohonan tersebut disampaikan oleh Rizal Ranrig yaiwakili
oleh Tim Advokasi Untuk Perubahan Indonesia (Tim I)ARang
didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

a) Pemohon Rizal Ramli adalah pemrakarsa Komite Bangki
Indonesia (KBI) bersama dengan beberapa rekarvigkiya yang
mana KBI bertujuan untuk memperkenalkan jalan bdalam
ekonomi Indonesia karena jalan yang telah ditemgelama 40
tahun terakhir gagal membawa kesejahteraan untujonies
bangsa Indonesia;

b) Pada tanggal 20 Mei 2008 diselenggarakan aksi deasbmamai
oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis dalam rangkapewngati
100 tahun Hari Kebangkitan nasional dengan mengussn
pokok kenaikan harga BBM. Dikarenakan oleh aksi alestrasi
tersebut kemudian Penyidik Mabes Polri telah meaia

Pemohon sebagai tersangka dengan dasar ketentsah F&D
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KUHP dimana penyidik Polri memprasangkakan Pemohon
sebagai pelaku baik secara sendiri-sendiri di mukam dengan
lisan maupun tulisan menghasut supaya melakukabuatm
pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan F&G&IUHP.

c) Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 160 KUHP
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususngal 28,
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 E ayat (2) dan (3 $&asal 28G
ayat (1).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, atas permohpeagujian
undang-undang, Mahkamah Konstitusi menyatakan peonman
pemohon ditolak dan menyatakan bahwa permohonamtpEmadalah
merupakan conditionally constitutional dalam arti konstitusional
sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil.

Mahkamah dalam menetapkan putusan tersebut mekgarai
pendapat bahwa ketentuan pasal 160 KUHP bersifagasalentur,
subyektif, dan bergantung interpretasi penguasay y@ada akhirnya
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam prakenegakan
hukum pidand*® Kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumask
dalam Pasal 160 KUHP tersebut adalah delik forrailgycukup hanya
mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbyatag dilarang
tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbubtahkamah juga
berpendapat bahwa pasafjuolahir pada masa kolonial Belanda, tetapi

menurut mahkamah, substansi norma yang terkandalaghgpasah quo

148 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Perkara Nomor ZRWI/2009, him 70
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tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yamglasarkan hukum
karena norma yang dikandung dalam pasajuo memuat prinsip
universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh nageagara beradab
yang menjunjung tinggi hukut? Selain itu, terkiat dengan penerapan
Pasal 160 KUHP yang dianggap membatasi ruang gpeskohon
sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkandppeat, Mahkamah
berpandangan bahwa hal tersebut bukan berkaitan gaden
konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dangarugian yang
diderita sebagai akibat dari penerapan hukum yidag tepat.

Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi khugasdalam
perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRiuital945
adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingastitt@ional yang
dilindungi oleh konstitusi yang dijabarkan lebimijl& oleh undang-
undang. Undang-Undang memiliki daya laku yang ersimum (erga
omnes). Meskipun perorangan atau kelompok orang yang niemil
kepentingan yang sama mengajukan pengujian suatangrundang
karena dipandang melanggar hak konstitusionalnyg ygindungi oleh
UUD 1945. Akan tetapi kepentingan demikian tidakysmenyangkut
perorangan yang mengklaim kepentingan dan hak ikasishalnya
dilanggar karena undang-undang yang dimohonkan yji@angtersebut
berlaku umum dan mengikat secara hukum serta meifigan akibat
hukum yang lebih luas daripada sekedar mengenainkiegan pemohon

sebagai perorangan. Oleh karena itu, apabila keyam umum

149 pid, him 73
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menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpalamya pada petitum
permohonan pemohon.

Berdasarkan dua putusan di atas, kedua-duanya M#&tkamah
Konstitusi ditolak permohonannya karena menurut haamah,
permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah mieanpa
permohonan pengujian yang didasarkan atas prakiikganaan suatu
norma dalam undang-undang. Penulis dalam hal mpepelapat bahwa,
dalam setiap permohonan pengujian undang-undang yhajukan
kepada Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusitaglinorma
sangatlah bergantung pada karakteristik norma detentuan yang
hendak dimohonkan untuk diuji.

Dalam Putusan Nomor 6/PUU-VI1/2009 seperti yanghealiuraikan
di atas, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan pemdarena
frasa pada Pasal 46 ayat (3) huruf ¢ UU Penyiaramg ydianggap
konstitusional dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NR4519Hal ini
disebabkan karena tidak adanya hubungan sebalt &absal verband)
antara kerugian yang diderita oleh pemohon dengdralanginya hak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan r,dakak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dsemi budaya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis sependapat dgngasan mahkamah
yang menolak permohonan pemohon.

Selain harus melihat hubungan sebab akibat antadfang-undang
yang dijadikan permohonan dengan kerugian yangitadgleh pemohon

(causal verband)dalam pengujian undang-undang yang paling perlu
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dicermati adalah kepentingan umum. Maksudnya keépgart umum

disini adalah mahkamah dalam melakukan pengujiatanmundang
sesuai dengan karakter hukum acaranya yakni untkpartahankan
hak dan kepentingan konstitusional yang dilindusigh konstitusi yang
dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang. Afzamelalui undang-
undang kemudian hak konstitusi seseorang terammpallkamah harus
menilai secara seksama apakah undang-undang yamghalikan

pengujian oleh pemohon berlaku umum dan mengikatraghukum serta
menimbulkan akibat hukum yang lebih luas daripagleedar mengenai
kepentingan pemohon sebagai perorangan.

Pelaksanaan pengujian undang-undang atas dasartikprak
pelaksanaan norma bukan berarti tidak dapat diujixeh Mahkamah
Konstitusi. Pengujian tersebut dapat dilakukan bahkarus dikabulkan
jlka memang dalam pelaksaan suatu norma yang deekuoleh
pemerintah dapat merampas hak konstitusional waegara Indonesia.
Hal ini sangat penting karena hukum baik itu pesatuperundang-
undangan ataupun putusan pengadilan, tidak sajahaengedepankan
kepastian, tapi juga keadilan yang substansial inaglyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI1/2013

Dalam Putusan Perkara Nomor 18/PUU-X1/2013 tenfaarghohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenfeiginistrasi
Kependudukan khususnya Pasal 32 yang berbunyi:

(1) Pelaporan kelahiran sebagimana dimaksud dalam Rdsal

ayat (1) yang melampaui batas waktu enam puluh hari
sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran,
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pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan passetu
Kepala Instansi Pelaksana setempat
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waksgati)(
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksamaa
berdasarkan penetapan pengadilan negeri
Permohonan pengujian UU Administrasi Kependudukambdonkan
oleh Mutholib yang diwakili oleh kuasa hukumnya.nfedon dalam
kasus perkara ini merasakan sulitnya mengurus alitatdengan biaya
yang tidak murah dan proses yang lama dan runffedgadilan. Alasan
permohonan pemohon adalah bahwa Pasal 32 UU Nagnbal2un 2006
bertentangan dengan filosofi dan asas pembentukamgang-undangan
yang harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaam, dadgpat
dilaksanakan dan juga bertentangan dengan Pasayz84) UUD NRI
Tahun 1945>°

Terhadap permohonan pemohon tersebut, Mahkamah tiKsns
mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon mlenga
pertimbangan hukum yang diantaranya adalah:

a) Pada dasarnya dokumen kependudukan adalah hakp setia
penduduk. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 harufU
Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan pada pasal 27 hydil
Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap kafakigjib
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksintampat
terjadinya peristiwva kelahiran paling lambat enamup hari

sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melampatas

waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pasal 32 (@yat

%0 ihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201itafe Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan i.nddalr
tersebut menimbulkan proses birokrasi yang panja@dapis dan
berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya tinggi nga
memberatkan dan tidak sejalan dengan kebijaksanaaional
untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanablik;

b) Pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban pataéridi
bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakengan
sederhana dan terjangkau yang pada sisi lain jsgéap
penduduk wajib melaporkan setiap perisiwa kepenkiaawlan
peristiwa penting yang dialaminya termasuk salabnga adalah
kelahiran;

c) Frasa “persetujuan” yang termuat dalam Pasal 32 @yauuU
Nomor 32 Tahun 2006 dapat menimbulkan ketidakpastiskum
dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam R&&alayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 dalam proses pencatatan dan
penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bernsifernal di
instansi pelaksana. Sehingga frasa “persetujualaind®asal 32
ayat (1) UUa quodimaknai shagai “keputusan®

Berdasarkan fakta hukum di atas, negara berdasd@kanasila dan

UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban ivenikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuars gtabhadi hukum
atas setiap peristiwa kependudukan dan peristivaingeyang dialami

oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam @anfitluar wilayah

151 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Perkara Nomor W8X1/2013, him 20
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yuridiksi Indonesia. Perlindungan yang diberikaeahohegara dilakukan
dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-1X/2011

Putusan Perkara Nomor 27/PUU-1X/2011 merupakan yjeng
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketereagan. Pasal
yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 59, P&4alPasal 65 dan
Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang menurut pemohotentengan
dengan pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Rssalyat (1) UUD
1945. Alasan yang dijadikan dasar permohonan pemal@ntaranya
adalah:

a) Norma yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu TertgRKWT)
dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak memberj#&arnnan
kelanjutan kerja bagi pekerja/buruh serta tidak memkan
jaminan atas hak-hak pekerja/buruh;

b) Status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada keayaya berarti
juga menghilangkan hak-hak, tunjangan kerja, jamikerja dan
sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang pusyai status
sebagai buruh/pekerja tetap. Hal demikian ini sarm#ensial
menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buzkera,;

c) Dalam PKWT sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU
Ketenagakerjaan yang selanjutnya diatur dalam Pé&d4aluuU
ketenagakerjaan menempatkan buruh sebagai faktoduksi
sehingga dengan begitu mudah diperkerjakan bilatalixan dan

diputus hubungan kerjanya jika tidak dibutuhkan;lag
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d) Outsourcingdi dalam Pasal 64 menunjukkan adanya dua macam
outsourcing yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya yang
dilakukan oleh pemborong dautsourcingmengenai pekerjanya
yang dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja. Hamamaksa
adanya hubungan kerja antara perusahaan penyediapgkerja
dengan pekerjanya yang sebenarnya tidak memenhir-unsur
hubungan kerja yaitu adanya perintah, pekerjaanugah;

Berdasarkan alasan-alasan tesebut di atas, mahkareagabulkan

permohonan pemohon untuk sebagian dengan pertimbang
pertimbangan hukum diantaranya adalah:

a) Mahkamah berpendapat bahwa PKWT wajar diterapkah ol
perusahaan karena tidak mungkin bagi pengusahak uetus
memperkerjakan pekerja/buruh dengan tetap membayir
padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Daladisi yang
demikian, pekerja/buruh tentu harus memahami j@eikerjaan
yang akan dikerjakannya dan menandatangani pegamKWT
yang mengikat para pihak. Untuk melindungi kepeyam
pekerja/buruh yang dalam keadaan lemah karena kaygya
pencari kerja di Indonesia. Peran pemerintah méengahgat
penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunastenkuan
Pasal 59 UU Ketanagakerjaan. Jika terjadi pelarggaerhadap
Pasal 59 Ula quohal itu merupakan persoalan impelementasi dan
bukan persoalan konstitusionalitas norma sehinggagajuan

gugatannya adalah secara perdata ke peradilan D@mgan
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demikian, menurut Mahkamah, Pasal 59 UU Ketenagzeder
konstitusional;

b) Pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalamsaigan
outsourcingtidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi
oleh konstitusi. Mahkamah harus memastikan bahwaurigan
kerja antara pekerja/buruh dengan perusalmasourcingyang
melaksanakan pekerjaasutsourcing dilaksanakan dengan tetap
menjamin  perlindungan atas hak-hak pekerja/buruhn da
penggunaan modeloutsourcing tidak disalahgunakan oleh
perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungasghaan
tanpa memperhatikan  bahkan  mengorbankan  hak-hak
pekerja/buruh;

c) Dalam hal ini, mahkamah menentukan dua model yampatd
dilaksanakan untuk menjamin perlindungan dan jamimak bagi
pekerja/buruh. Pertama adalah dengan mensyaratkan agar
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pbassa yang
melaksanakan pekerjaanutsourcing tidak berbentuk PKWT
melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidadrtentu.”
Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakanrarfigan bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yangksaglakan
pekerjaaroutsourcing™>?

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Kosstitengabulkan

untuk sebagian permohonan pemohon yaitu Pasal &5(&ydan Pasal

152 Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Perkara Nomor Q@®x/2011, him 45
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66 ayat (2) huruf b. Permohonan pemohon sebaggry#kni Pasal 59
dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan adalah konstitaision

Dua putusan terakhir di atas, yakni Putusan Nomh&PUU-X1/2013
dan juga Putusan Nomor 27/PUU-1X/2011 merupakan ugaut
Mahkamah Konstitusi yang didasarkan oleh praktilafgmanaan norma.
Pada Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013, kerugian yanggakibatkan
permohon akhirnya harus melakukan permohonan pemgwgdalah
karena praktik pelaksaan norma dalam UU Nomor 2Buifa2006
tentang Administrasi Kependudukan ternyata menyeralpemohon
kehilangan hak-hak konstitusionalitasnya. NormaamalPasal 32 UU
Nomor 23 Tahun 2006 tidak menggambarkan adanyarséanggar hak
seseorang untuk melakukan pencatatan kelahiranymaetika norma
itu dilaksanakan oleh aparat pemerintah, yangdegdalah norma yang
ada dalam Undang-Undaagjuotidak terimplementasi dengan baik.

Sama halnya dengan Perkara Nomor 27/PUU-1X/2011 gerei
pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan khususnya terkait Perjanjian Kéfgktu Tertentu dan
outsourcing Pengujian tersebut juga merupakan pengujian yang
didasarkan atas praktik pelaksanaan norma. Pelaksakerja dengan
sistem outsourcing dan perjanjian kerja PKWT yaregud dalam Pasal
65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dirasa oleh [pgmmelanggar
hak-haknya dalam memperoleh penghidupan dan pekeyang layak,

adil dan sejahtera sebagaimana dijamin oleh kosstit
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Tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hulsemingkali
begitu kabur sehingga memberi kesempatan kepad&gaglanya untuk
menambah atau menafsirkan sendiri dalam konteksasit yang sedang
dihadapi.’®® Tujuan-tujuan seperti keadilan, kepastian, kegmmas
misalnya, adalah umum sehingga para pelaksana |bange
mengembangkan penafsiran mengenai tujuan undarapgngang tidak

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalansttrsi.

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Penguan
Undang-Undang yang Didasarkan pada Praktik Pelaksagan Norma

1. Hakim dalam Mewujudkan Nilai Keadilan yang Substanif

Berbicara mengenai hakim dan putusan hakim di leslian tidak bisa

dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dgadtan hukum. Hal
ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan ws\g paling essensial
dalam hukum, termasuk putusan hakim. Grustav Ratibfd’
mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yangsherdapat dalam
hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastiakur. Sejalan
dengan hal tersebut, Antonios Sujatanenyatakan bahwa hukum serta
penegakan hukum dimana pun dan saat kapan pun ikiamitd-cita luhur,
yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadiada hakikatnya

memberi perlindungan atas hak dan saat yang samagamahkan

13 satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Skzan, Bandung, 1983, him 79
dalam Yanto SufriadiPenerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum drengah
Krisis Demokrasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Huzairin No.2.\@ April 2010, him
233-348

154 Antonius SudirmanHati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatandari
Perspektif lImu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)Kasus Hakim Bismar
Siregar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, him 44

155 Antonius Sujatal andasan Peninjauan Kembali Kasus Tibg Suara Pembaharuan
edisi 26 September 2006, dalam Antonius Sudirr@mcit, hal. 45
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kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara daak kewajiban di
dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural bamnb@ri jaminan
kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memkesdilan secara
substansial.

Dalam kondisi normal, idealnya setiap hukum (dalaah ini yang
dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangampadek di
dalamnya adalah putusan hakim, harus dijiwai olekligk nilai dasar
hukum tersebut, yakni keadilan, kemanfaatan damastégm. Namun yang
menjadi pertanyaan adalah nilai mana dahulu yamgshdidahulukan
diantara ketiganya. Terkait dengan permssalahaseliat, Gustav
Radburch menyatakan bahwa:

Ketiga unsur essensial hukum sulit terwujud sebaraamaan,

lebih sering terjadi konflik antara ketiganya. Biaga koflik

tersebut timbul karena dua hal yaknRertama, hukum
diciptakan untuk melindungi kepentangan politik idesjompok

atau golongan tertentu. Produk hukum seperi irmksespmula,

saat diundangkannya, cenderung mengabaikan realisial.

Konsekuensi logisnya, undang-undang tersebut karigan

dengan rasa keadilan dalam masyarakétdug peraturan

perundang-undangan yang tidak relevan lagi dengaamika

yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin pada saat

diundangkannya dan pada masa awal berlakunya sgsogan

realitas dan rasa keadilan dalam masyarakat, tkstayiiat laun
dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya, fkediundang-
undangan tersebut dipaksakan berlaku, akan menimuntul
kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Dalaninhal
akan muncul konflik antara keadilan dan kepastigcum.

Sehubungan dengan permasalahan terkait nilai keaditau nilai
kepastian dahulu yang harus didahulukan dalam shakum baik

peraturan perundang-undangan maupun putusan hakipergyadilan,

penulis cenderung untuk mendahulukan nilai keadittamipada nilai

156 Antonius Sudirman,Merelevansikan Hukum dengan Perubahan SosialJurnal
Kopertis Wilayah IX, Sulawesi, Prospek Nomor 27 t8efber 2003 dalar®p.cithim. 46
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kepastian. Urgensinya adalah karena keadilan mieanptujuan hukum
yang paling utama, sementara kepastian hukum mieanopaalah satu
sarana untuk mewujudkan keadilan. AristotElesnengemukakan bahwa
pada hakikatnya hukum substansinya adalah “keddyaitu hukum
sebagaiius, iustitia, recht atauright, yang artinya adalah mengandung
prinsip-prinsip atau asas-asas yang berintikanilead

Penjelasan di atas sekaligus dapat menjawab PutMgdrkamah
Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 tentang pengujian Ukisdiknas
khususnya Pasal 50 ayat (3) yang mana Hakim Ahrod&kiSmemberikan
dissenting opinionbahwa dalam putusan tersebut meninggalkan nilai
kepastian hukum karena pada kasus-kasus pengupdang-undang
sebelumnya, permohonan yang didasarkan pada kasus-konkret tidak
dikabulkan oleh mahkamah. Mahkamah Konstitusi dalasmberikan
putusannya terkait pengujianquo mengendepankan nilai keadilan yang
telah hilang dalam proses pemerolehan pendidikadmagladanya sistem
RSBI. Dengan dikabulkannya permohonan pemohon, ikagl yang
telihat secara jelas adalah hapusnya sistem RSBkelmbalinya hak-hak
dasar warga negara khususnya dalam pemerolehandigand tanpa
adanya sikap diskriminasi dan kastanisasi.

Untuk mencapai suatu keseimbangan konstitusionahgate
menggunakan metode interpretasi sebagaimana tejelasdan dalam
pembahasan sebelumnya dapat memecahkan persotkankiepentingan

negara (constitutional interest)berhadapan dengan hak konstitusional

57 S.F Marbun,Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman Jurnal Fakultas Hukum
Ull, Yogyakarta, lus Quia lustum Nomor 09 Volume T#R7, him 11
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warga masyarakafconstitutional right). Mahkamah Konstitusi sendiri
sebagai lembaga peradilan mempunyai kewenangark unanentukan
batas-batas relasional antara kepentingan-kepantingasyarakat dengan
cara menetapkan batas-batas hak perorangan di saiudengan
kepentingan konstitusional negara di sisi lainifpalancing)**® Ketika
nilai-nilai  individual dan kepentingan konstitusan negara saling
bertubrukan, maka hakim konstitusi tidak hanya kéan penafsiran
terhadap perkara yang sedang ditangani. Namun, ab@msaha
melahirkan keseimbangan yang menggunakan konsséksgai rujukan
untuk mencapai tatanan hukum yang harmonis. Pédudg taelaksanakan
keseimbangan antar kelompok- kelompok yang hakkoalstitusionalnya
merasa dilanggar tersebut, hakim konstitusi dapa&nemtukan dan
seberapa jauh suatu nilai hukdfidari hak perorangan dan kepentingan
konstitusional pemerintah harus dilepaskan yangnggihya diganti
dengan nilai-nilai lain yakni Konstitusi.

Dalam menafsirkan hak-hak kemanusiaan, salah satbak tentang
pemerolehan atas pendidikan yang merupakan kaj@mnaudalam tulisan
ini, Mahkamah Konstitusi dapat memperluas kekuasisiarest®® dengan
menggunakan ketentuan konstitusional mengenai hkk¥tendasar dalam
menentukan hak-hak yang mungkin saja tidak diseloutkatu persatu
dalam Undang-Undang Dasat.Sehubungan dengan persoalan tersebut,

di Spanyol, Tribunal Konstitusi pernah menegaskatajra penting

%8 Ahmad SyahrizalQp.cit, him 292-294

159 |bid

180 hiartikan sebagai kebebasan untuk mengambil keputisendiri dalam setiap situasi
yang dihadapihttp://artikata.com/arti-325403-diskresi.htrdlakses tanggal 11 Januari 2014

'*1 |bid, him 296
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menerapkan penafsiran sistemik dan teleologis Kkaesinal guna
menggantikan interpretasi harfidf. Sebagai contoh Pasal 1 Konstitusi
Spanyol telah mengatakafi.. consider liberty, justice, equality, and
political pluralism as foremost values of its legaller.” Arti dari pasal
tersebut adalah mempertimbangkan nilai-nilai kebabakesetaraaan dan
politik pluralisme adalah hal yang paling pentirgjaiin kerangka hukum.
Dengan demikian, terbentuknya negara dan penyedeagg kekuasaan
suatu negara tidak akan mengurangi arti atau mkkhabasan dan hak-
hak kemanusiaan.

Hal tersebut diatas dipertegas lagi melalui peagujindang-undang
pada Mahkamah Konstitusi Hungaria dalam Decisioombio 571991.
(X1.8) AB tentang perkara yang berhubungan dengak deorang anak
untuk mendapatkan keturuann¥d.Perkara tersebut tidak hanya terkait
dengan pasal-pasal atau ayat-ayat yang terdapamn dahdang-undang,
akan tetapi undang-undang tersebut secara umumlaidinelah
menghalangi hak seseorang untuk menyatakan ketunyaa

Oleh sebab itu, pada tahap menentukan syarat-skanstitusional
dalam rangka memenuhi ketentudgal standingsuatu permohonan
pengujian, hakim tidak hanya menilai konstitusidaal pemberlakuan
norma hukum, tetapi juga menilai apakah undang+4umdang dimaksud
masih dapat berlaku dan dapat mengikuti perkembasgsial masyarakat
dari waktu ke waktu dengan catatan bahwa norma rhuleusebut tetap

wajib menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

152 Jimmly Asshidiggie&Ahmad SyahrizaPeradilan Konstitusi di 10 Negara Sinar
Grafika, Jakarta, 2012, him 98
183 |bid, him 189
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2. Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Kaostitusi

Warga Negara

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2#ui&003
tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa kelaara Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga negara berfungsi menjaasstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai déebandak rakyat dan
cita-cita demokrasi. Fungsi dan tujuan tersebut gimgatkan adanya
komitmen dan tekad negara untuk membangun dan medkan suatu
negara hukum yang demokratis dalam sistem ketatiza@g di Indonesia.
Untuk menemukan komiten dan tekad negara yangarggtalalam UUD
NRI 1945 berkenaan dengan penegakan konstitusigagbana telah
dikemukakan di atas, pada hakikatnya juga mengariyang sebenarnya
diinginkan oleh pembentuk UUD NRI 1945 tersebuahliebenar-benar
dapat dilaksanakan dalam praktik sehingga citayeatey termaktub dalam
konstitusi benar-benar terwujud dan menjadi keraataKeberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara danseigagai pelaksana
kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, nk@niingsi
untuk menegakkan kembali nilai-nilai konstitusi gaterlanggar karena
keberlakuan suatu undang-undaffy.

Cita-cita negara yang telah ditetapkan sebagaiustgtian bagi

bangsa Indonesia dalam kehidupan negara hukum dastitkisi dapat

164 Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
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ditemukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaetipuoti tiga
komponen utam&® yakni cita-cita membangun dan mewujudkan keadilan
sosial, cita-cita membangun suatu tatanan masyadsda pemerintahan
yang demokratis dan mandiri serta cita-cita membangasyarakat dan
pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dari cita rukersebut,
Mahkamah Konstitusi hadir untuk menjadi pengawalstibusi yang harus
selalu melindungi setiap hak-hak konstitusional gganegaranya. Citra
Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak dasarga negara
dalam konstitusi merupakan cerminan negara hukung ygemokratis.
Sebagaimana diterangkan oleh Abdul Latief dalanmubyé bahwa®®
Penegakan konstitusi yang benar adalah penegakastitksi
yang adil atau berkeadilan. Penegakan konstitusig yadil
adalah penegakan konstitusi yang memberikan periigah dan
manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka riggak
supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertingggara.
Karena itu, rangkaian asas, isi, dan kaidah yangkiep, baik
dan sempurnanya konstitusi tidak banyak berartii beayga
negara atau masyarakat siapapun kalau tidak dikegaktau
diterapkan secara benar dan adil, serta akan metkerbcitra
buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang klem
Pendapat hukum di atas menegaskan bahwa dalam mieambdan
menjamin perlindungan hak-hak konstitusional wangmara sangatlah
bergantung pada proses penegakan konstitusi seddardan berkeadilan
yang dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi. Bahkan,egakan konstitusi
secara benar dan adil adalah hal yang lebih bdragii warga negara jika

dibandingkan dengan rangkaian asas, isi, dan kaida lengkap namun

tidak dapat ditegakkan secara benar dan adil.

165 Abdul Latief, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara
Hukum Demokratis, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, him 124
%8 |bid, him 135
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Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 amgnt
Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada pela#sdPasal 50 ayat (3)
bertentangan dengan hak warga negara untuk menggkeradiri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, bertentangan deagawanrga negara
untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dikabola permohonan
Pemohon untuk menghapuskan adanya sistem RSBI daiatem
pendidikan nasional di Indonesia merupakan wujutiqaeingan hak-hak
konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitkepada warga
negaranya. Hal ini disebabkan tindakan penegak&urhusecara nyata
tidak boleh ditunda-tunda karena keadilan yangndiéu sama dengan
keadilan yang diabaikajustice delayed, justice denied).

Konstitusi adalah hukum yang tertinggi, sementamdang-undang
hanya merefleksikan keinginan rakyat melalui waldlndi lembaga
legislatif dalam suatu kurun waktu yang terbatasmikian pula dengan
kewenangan membuat peraturan yang diberikan kepadan eksekutif
sebagai instrumen penyelenggaraan negara, meikéakarah kebijakan
pada masa jabatannya saja. Oleh karena itu, uetak tnenjaga nilai-nilai
dalam konstitusi utamanya mengenai hak-hak konsita Mahkamah
Konstitusi juga harus memberikan interpretasi kitusitsebagai alat ukur
dalam menilai suatu undang-undang beertentangam tidak sesuai

dengan konstitusi.

87 pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Rut@erkara Nomor 013/PUU-
1/2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana $ereri
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Pelaksanaan pengujian konstitusionalitas norma ndalandang-
undang dimaksudkan agar undang-undang yang dibeshkkekuasaan
legislatif bersama eksekutif dapat dikontrol kotesisi dan relevansinya
dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga produk-produkum dan
masalah-masalah di bidang ketatanegaraan tetapdagrdan berpegang
pada asas-asas umum dan kaidah-kaidah hukum kshsbalam rangka
membangun dan mewujudkan tatanan pemerintahan pampsarkan
hukum, demokratis dan berkeadilan membuktikan phdawa esensi
keberadaan Mahkamah Konstitusi memang diperlukamanya dalam
pengujian konstitusionalitas undang-undang terhatbyglang-Undang
Dasar.

Semua norma hukum harus dijamin agar ditegakkagadesetegak-
tegaknya. Upaya penegakan norma hukum haruslah ladindengan
penegakan konstitusi sebagai hukum yang tertir@gnua peraturan yang
tertulis haruslah dimulai dengan Undang-Undang Dasbhagai dokumen
konstitusi yang tertuli$>® Undang-Undang Dasarlah yang membentuk dan
mendelegasikan serta menjadi dasar legitimasi keglgiasaan umum atau
otoritas publik, bukan Undang-Undang. Pengaturaatusuhal yang
dituangkan dalam produk legislasi harus berada ndaleerangka
konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai organgawal konstitusi
dalam menguji sejumlah perkara khususnya terkaitgae pengujian
undang-undang harus mampu memperluas aktivitasfiy®erluasan

aktivitas yang dimaksudkan adalah perluasan peramankamah ketika

168 Jimmly Asshidiigie, Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai Neara,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 141
189 Jimmly Asshidiqgie, Peradilan.Op.cit, him 188
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mengawasi tingkat konstitusionalitas penerapan aarorma hukum
tersebut. Dengan kata lain, suatu undang-undangrasewrmatif dapat
dipandang konstitusional, namun karena akibat hullam penerapannya
tidak sesuai dengan konstitusi, maka undang-undamngebut dapat
dikatakan tidak konstitusional.

Peraturan perundang-undangan dikatakan konstitisi@pabila
didalamnya tekandung nilai-nilai hak asasi manuki@nsep Hak Asasi
Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi &kss manusia
baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosiadity integritas
manusia (human integrity) kebebasan (freedom) dan kesamaan
(equality) "°Pemahaman atas pengertian tersebut menjadi jekie ke
pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandabggai proses
humanisasi manusia oleh pihak lain dalam kontektkeé yakni antara
individu dengan negara dan horisontal yakni amdividu. Pemahaman
akan arti Hak Asasi Manusia dalam artian substanaupun dalam
pengerin legal harus dikembalikan pada konsep desaapa HAM itu
ada. HAM ada dan muncul karena hak-hak asasi ters#latnya sangat
mendasar atau asasi dalam pengertian bahwa pedaksgm mutlak
diperlukan agar manusia dapat berkembang sesugaddrakat, cita-cita
serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandabgdpan yang

menyebabkan diskriminasi.

10 Heribertus Jaka Triyandsomentar Hukum Atas Putusan MK Nomor 012/PUU-
111/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3@ ahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja NegaraJurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Vol.3 Namo
2, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidiasional, Jakarta, 2005
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Terjawab sudah satu pertanyaan mengenai kewendvghkamah
Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undgagg didasarkan
atas praktik pelaksanaan norma bahwa mahkamah daptkukan
pengujian tersebut. Jika dikaitkan dengan analiisha dalam skripsi ini
yaitu Putusan Perkara Nomor 05/PUU-X/2012 tentarggntribaran
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yamgnurut hakim
Ahmad Sodiki, pengujian tersebut tidak seharusmdiabulkan karena
bukan terkait konstitusionalitas norma melainkamkpk pelaksanaan
norma adalah suatu pemikiran yang tidak dapat diafmegitu saja.
Penyelenggaraan sistem RSBI pada satuan pendidikbndonesia yang
dilegitimasi dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknassdbut dalam
perjalanannya selama kurang lebih sepuluh tahusmtanyyata merampas
hak-hak konstitusional warga negara untuk memplerpéndidikan yang
bermutu, berkualitas dan juga adil. Diskriminasn dastanisasilah yang
justru nampak pada sistem RSBI ini. Satu hal yamdupdigarisbawahi
adalah keadilan yang dicari oleh pemohon dalam gparkpengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukanlah kaadiyuridis
semata, akan tetapi, suatu keadilan yang lebihndadatnya, yaitu
keadilan substansial.

Pada intinya adalah, peran Mahkamah Konstitusindateelaksanakan
peradilan tata negara khususnya mengenai penglkpastitusionalitas
norma adalah untuk menegakkan norma-norma hukutinggr yang
terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenas&ringkali peran

Mahkamah Konstitusi disebut sebad#ie guardian of constitution”



116

Dalam konstitusi negara modern ditetapkan pula alardnya hak-hak
warga negara dan oleh hak-hak tersebut dicantundedeim konstitusi
maka statusnya menjadi hak-hak konstitusi wargaamegang secara
substantif harus ditegakkan pula oleh peradilara tatgara yakni
Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Kiusstidak hanya
disebut sebagdihe guardian of constitution”’namun juga sebagdihe

guardian of citizens*"*

"1 M. Harjono,Konstitusi Sebagai Rumah BangsaSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, him 479-480



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumaka penulis
menarik kesimpulan antara lain adalah:

1. Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasalayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 bahwa wewenang Mahkamah Konstitusalah
melakukan pengujian undang-undang terhadap undaaang dasar yang
mana putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifatl fsehingga tidak
diperkenankan adanya upaya hukum terhadap putusahkavhah
Konstitusi. Redaksional dalam Pasal 24C ayat (Ij)sktusi Indonesia
telah tegas dan jelas menyebutkan bahwa objek ymapat diajukan
permohonan dan diadakan persidangan di Mahkamalstitiei adalah
undang-undang.

Putusan perkara Nomor 05/PUU-X/2012 yang dalam igsrgan
pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitadalah merupakan
praktik-praktik yang terselenggara dalam sistem Ri&Bdasarkan Pasal
50 ayat (3) UU Sisdiknas. Berdasarkan praktik pakan tersebut, jelas
bahwa pendidikan melalui sistem RSBI bertentangamgadn UUD NRI
Tahun 1945. Objek yang dijadikan pengujian dalamkgrea tersebut
adalah benar merupakan pengujian berdasarkan lppdtiksanaan norma
dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Mengutip garnikiran Hans

Kelsen bahwa pembuatan norma hukum adalah suasaksaelaan dari
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norma yang lebih tinggi dan pelaksanaan norma hukamng lebih tinggi

normalnya adalah pembuatan suatu norma yang lemtah. Legislasi
adalah proses pembuatan hukum menurut Kkonstitusinggm juga
merupakan pelaksanaan hukum. Proses legislasinmertiapat dilihat
sebagai suatu pelaksanaan norma dasar. Mahkamagtitienmemiliki

kewenangan untuk melakukan pengujian yang didasapkala praktik
pelaksanaan norma seperti pada Putusan Nomor 05472012 karena
suatu pembuatan norma merupakan suatu pelaksamssianodma yang
lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi merupakdasar pembuatan
norma yang lebih rendah. Apabila aturan pelaksamniaststem RSBI yang
menjadi konflik norma dalam perkara pengujian teuse yang perlu
digarisbawahi adalah peraturan pelaksana lahir lmet@rma yang ada
dalam undang-undang. Selain itu, perkembangan pangwndang-

undang pada Mahkamah Konstitusi menganut hukum r@sdgyakni

sebuah konsep yang tidak terkukung kepada konsejangrundang
semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilang yamup di

masyarakat.

Permohonan pengujian undang-undang yang diajukapadee
Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas nreor sangatlah
bergantung pada karakteristik norma dan ketentuangyhendak
dimohonkan untuk diuji. Pelaksana@onstitusional reviewatas dasar
praktik pelaksanaan norma bukan berarti tidak daglajikan oleh
Mahkamah Konstitusi, namun untuk melaksanakan damurtus perkara

pengujian tersebut, mahkamah tidak hanya cukup miesaeterkaitlegal
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standingpemohon, tetapi juga melihat secara teliti damgtaki kerugian

konstitusional yang dialami oleh pemohon, yakni:

a) Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon y#mgridan oleh
UuUD 1945

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebub giemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undangngya
dimohonkan pengujian

c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionadebert harus
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidakm@tensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

d) Adanya hubungan sebab akiljedusal verbandantara kerugian yang
dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang @inkaim
pengujian

e) Adanya kemungkinan dengan dikanulkannya permohgeanohon
akan mengurangi kerugian konstitusional yang dialaleh pemohon
akibat berlakunya undang-undang
Indikator tersebut di atas merupakan pengaturan désar hukum

dalam melaksanakan pengujian undang-undang. Lamdageum dalam

proses beracara pada peradilan di Mahkamah Konttak hanya elihat

melalui peraturan perundangannya saja, tetapinuglalui peraturan yang

dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang bersumber g&ngujian

undang-undang yang lainnya.

. Terkait dengan pengujian konstitusionalitas norraagydidasarkan pada

praktik pelaksanaan norma, Mahkamah Konstitusiyeaaey mengabulkan



120

permohonan pemohon ada juga yang menolak permohpeamhon.
Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolakmpkonan
pemohon terkait dengan praktik pelaksanaan normildutusan Nomor
Perkara 6/PUU-1X/2009 dan Putusan Nomor PerkardJ@/W11/2009.
Terhadap putusan yang pertama, mahkamah menolakopenan
Pemohon karena redaksional pasal yang hendak aujk Mahkamah
Konstitusi tida memperlihatkan adanya hubungadalseakibat(causal
verband) antara kerugian yang diderita oleh pemohon dengan
terhalanginya hak-hak warga negara yang diaturmddlemdang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkda Putusan
Nomor 7/PUU-VII/2009, mahkamah menolak permohonaméhon
karena undang-undang yang dimohonkan pengujian b&daku umum
dan mengikat secara hukum serta menimbulkan akillaim yang lebih
luas daripada sekedar mengenai kepentingan pensa@gai perorangan.
Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkaidanstitusi
harus mencerminkan adanya kepentingan umum, yakmpartahankan
hak dan kepentingan konstitusionalitas warga negang dilindungi oleh
konstitusi yang kemudian diajabarkan lebih lanjefatui undang-undang.
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulk
permohonan Pemohon yang didasarkan atas praktéksslaan norma
yakni Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XI/2013 dan $arnuPerkara
Nomor 27/PUU-XI/2011. Kedua putusan tersebut dikedou oleh
Mahkamah konstitusi karena memang dalam praktiekselnaan norma

dalam undang-undang yang dimohonkan untuk pengtgiah merampas
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hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah HKiosst sebagai
“guardian of the constitution’'sudah sepantasnya melindungi dan menjaga
hak-hak yang telah dijamin dalam konstitusi untudwujudkan keadilan
yang substansial bagi masyarakat

. Putusan Perkara Nomor 05/PUU-X/2012 tentang PenmbobRintisan
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berppatla bahwa
permohonan tersebut tidak seharusnya dikabulkaankabukan terkait
konstitusionalitas norma melainkan praktik pelaksam norma adalah
suatu pemikiran yang tidak dapat diamini begitias#enyelenggaraan
sistem RSBI pada satuan pendidikan di Indonesig g#agitimasi dalam
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tersebut dalam lpeganya selama
kurang lebih sepuluh tahun, nyata-nyata meramplashla konstitusional
warga negara untuk memperoleh pendidikan yang hernierkualitas
dan juga adil. Diskriminasi dan kastanisasilah yargiru nampak pada
sistem RSBI ini. Satu hal yang perlu digarisbavwadalah keadilan yang
dicari oleh pemohon dalam perkara pengujian undemt@ng di
Mahkamah Konstitusi bukanlah keadilan yuridis semakan tetapi, suatu
keadilan yang lebih dalam sifatnya, yaitu kead#ahstansial.

Pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusummya
adalah pengujian norma yang didasarkan pada prp&ldksanaan norma.
Hal ini disebabkan, suatu norma baru dapat dikatdamstitusional atau
inkonstitusiona ketika norma tersebut telah terempmntasi dalam

masyarakat atau dengan kata lain suatu norma dhp@tatau dilihat
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kesesuaiannya dengan konstitusi ketika norma itah tderlaku dan
terlaksana di masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat nmewgggkan beberapa
rekomendasi yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat permohonan pengujian yang dimoaordtas dua objek
pengujian sekaligus yakni objek materiil maupure&lprmil maka yang
harus dibuktikan oleh hakim semestinya adalah ofpekilnya terlebih
dahulu.Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jikgekormilnya
atau prosedur pembentukan sebuah peraturan pegsddangan telah
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi makanatis seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan (termasy&k oimateriil)
tersebut dianggap telah bertentangan dengan pematwkum yang lebih
tinggi.

2. Agar setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat nketigperkembangan
dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia yangliglaiin oleh UUD
NRI Tahun 1945, maka nilai-nilai dari paham konsimhalisme dapat
dijadikan pertimbangan hukum dalam setiap pengambkeputusan
sehingga dalam menafsirkan pasal, ayat, atau bagiam suatu undang-
undang tidak hanya terjebak berdasarkan tafsirdreri@ran-kebenaran
formal

3. Dalam melakukan metode interpretasi dalam pengujarstitusionalitas
norma, Mahkamah Konstitusi hendaknya melakukan pamdahapan

dalam melakukan interpretasi. Interpertasi dalanmgppgan undang-
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undang yang mendapat prioritas adalah interprég¢ésnlogis. Kemudian
dilanjutkan oleh penafsiran historis, gramatikaingga yang terakhir
adalah penafsiran secara sistematis. Penafsiraoldgls ditempatkan
sebagai prioritas karena penafsiran tersebut ntellingkum dalam
kenyataannya di masyarakat sudah sesuai dan tepabelum. Selain itu,
dengan penafsiran teleologis akan terlihat perbedadara sifat positif
hukum dengan kenyataan hukum dapat terselesaikdamj@nya, setelah
ditemukan penafsiran secara teleologis, hakim dayemberikan tafsiran
secara historis yakni melihat sejarah dan nuanbatiken lahirnya suatu
aturan hukum yang diterapkan pada masyarakat. Kemupenfsiran
secara gramatikal yakni penafsiran menurut artkgteean dan bahasa
dalam undang-undang dan yang terakhir adalah perafgecara sistemis,
yakni dengan melihat dan menafsirkan berdasarkastensnya,
hubungannya dengan peraturan perundang-undangaydsapakah sudah
harmonis atau belum.

. Mahkamah Konstitusi juga perlu memperluas aktimyas dalam
menjalankan fungsinya sebagai penjaga hak konstiakias warga
negara. Perluasan aktivitas yang dimaksudkan adsdbasan peranan
Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi tingkat kouostdnalitas
penerapan norma-norma hukum yang ada dalam masyabngan kata
lain, suatu undang-undang secara normatif dapandang konstitusional
atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 19%%um karena
akibat dari penerapannya yang tidak sesuai dengamstitusi, maka

undang-undang tersebut dapat dikatakan inkongiitati Dalam hal ini,
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sangatlah diperlukan peranan Mahkamah Konstitusukumelakukan
pengawasan. Mahkamah Konstitusi dapat melakukagapeasan sebagai
salah satu bentuk perluasan aktivitasnya dengaa o@lihat secara
kesluruhan dan seksama terkait penerapan norma iyemgakibatkan
kerugian konstitusional warga negara apakah besaarb merupakan
akibat dari berlakunya suatu undang-undang, tidakya terpaku pada

petitum yang termaktub dalam permohonan pengujiaang-undang.
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